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ABSTRAK 
 
Nama : SALMAH 
Nim : 90400114024 
Judul : Peranan E-Procurement Dalam Pencegahan FraudProcurement 
Sebagai Inovasi Pelayanan Publik(Studi Pada Biro Pembangunan 
dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan) 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui risiko fraud procurement, 
peranan e-procurement sebagai inovasi pelayanan publik dalam memitigasi 
terjadinya fraud procurement dan kendala/penghambat pelaksanaan e-
procurement. Penelitian ini dilakukan pada LPSE dan ULP Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Pengumpulan 
data menggunakan teknik wawancara dan dukungan data sekunder lainnyadengan 
cara turun langsung ke lokasi penelitian serta mengkajinya dengan kajian pustaka 
yang telah ada, uji keabsahan data berdasarkantriangulasi sumber data dan teori. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-procurement pada 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat meningkatkan transparansi, 
akuntabilitas serta pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih efektif dan efisien, 
sehingga dapat meminimalisirfraud procurement. Kendala atau faktor 
penghambat yang ditemukan dalam pelaksanaan e-procurement adalah faktor 
SDM serta jaringan atau sistem yang error. 
 
Kata Kunci: e-procurement, fraud procurement, pelayanan publik 
 
 
  
 
 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Tugas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 
yaitu memenuhi kepentingan rakyat seperti kegiatan pembangunan, pembinaan, 
dan pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya tujuan Negara Republik 
Indonesia (Syamsinar, 2016:5162). Hal ini secara tegas dinyatakan dalam 
penjelasan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat bahwa tugas umum 
pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah : 
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlandaskan 
Pancasila.  
 
Sebagaimana di atur didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang 
Pemerintah Daerah (Perubahan UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 32 
tahun 2004), sebagai berikut: 
“Penyelenggaraan pemerintahan terkait urusan pemerintahan adalah 
kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara 
pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
mensejahterakan masyarakat”. 
 
Kutipan dalam UU tersebut menyeru pemerintah untuk memberikan 
pelayanan yang baik kepada rakyatnya dan di harapkan pemerintah dapat menjaga 
amanah yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Dalam Islam dijelaskan 
untuk selalu menjaga amanah dalam QS Al-Anfal [8]: 27 yang berbunyi: 
  
 
 
 
 
    
   
   
   
 
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati  amanat-
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. 
 
Penjelasan ayat tersebut mengajarkan umat muslim untuk selalu bersifat amanah. 
Sifat amanah merupakan syarat pokok bagi setiap pemimpin karena jika tidak 
memiliki  sifat tersebut, maka akan membawa kepada kehancuran masyarakat atau 
bangsa dan negara. 
Saat ini, isu sentral yang berkaitan dengan aparat birokrasi yang 
bertanggung jawab yaitu isu good governance. Pengelolaan tata pemerintahan 
yang  baik  atau  good  governance dapat menghasilkan  birokrasi yang  handal  
dan profesional, efisien, produktif, serta memberikan pelayanan prima kepada 
masyarakat (Syamsinar, 2016:5162). Akan tetapi, saat ini isu sentral yang menjadi 
pembicaraan hangat di masyarakat luas dari tahun ketahun yakni banyaknya 
kasus-kasus fraud  baik  yang  berasal dari Instansi Pemerintah maupun Instansi 
Swasta. Tetapi, walaupun banyak kasus-kasus fraud yang telah terungkap dan 
diproses melalui hukum, kasus kecurangan yang terjadi belum dapat dihentikan 
walaupun telah diproses berkali-kali. Justru kasus-kasus fraud semakin banyak 
dan pelakupun semakin kompleks. Hal ini terjadi karna sistem pengendalian di 
negara kita yang belum mampu mengatasi berbagai kasus-kasus tersebut ataukah 
kepandaian para pelaku yang semakin meningkat. Pengendalian internal yang 
dirancang baik dari internal ataupun eksternal organisasi yang diharapkan mampu 
  
 
 
 
 
mencegah terjadinya kasus-kasus kecurangan justru belum mampu mendeteksi 
risiko tersebut. Justru kadangkala orang yang membuat pengendalian tersebut 
yang terlibat dalam kasus-kasus kecurangan baik dari internal maupun eksternal 
organisasi. Sebagaimana Tuanakotta (2015:316) mengemukakan bahwa risiko 
kecurangan berhubungan dengan peristiwa atau kondisi yang berindikasi adanya 
intensif atau tekanan atau peluang untuk melakukan kecurangan.  
Tindakan kecurangan itu pada dasarnya akan mendatangkan akhir yang 
buruk terhadap negara dan masyarakat luas. Dalam kajian islam, tindakan fraud 
akan mendatangkan ancaman untuk para pelaku-pelaku yang tidak bertanggung 
jawab seperti yang dicantumkan dalam surah Al-Mutaffifin [83]: 1-6 yang 
berbunyi:  
    
    
    
     
   
     
    
   
Terjemahnya: 
Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang 
yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 
dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka 
mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya 
mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari 
(ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.  
 
Ayat tersebut menegaskan untuk selalu berhati-hati dalam bertindak dan 
memikirkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan yang dilakukan. Hal ini 
diartikan bahwa tindakan kecurangan dalam organisasi tidak hanya merugikan diri 
sendiri tetapi juga akan dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi 
  
 
 
 
 
negara. Para pelaku yang secara pribadi ataupun bekerja sama dalam hal 
kecurangan akan mendapatkan akibat yang lebih buruk dari apa yang dilakukan. 
Ayat tersebut menyeru kita (umat muslim) untuk tidak bertindak curang dalam 
menjalankan roda kehidupan. Sesuai sabda Rasulullah SAW yang artinya: 
Biasakanlah berkata benar karena benar itu menuntun kita kepada kebaikan 
dan kebaikan itu menuntun ke surga. Hendaknya seseorang itu selalu 
berkata benar dan berusaha agar selalu tetap benar, sehingga dicatat di sisi 
Allah sebagai orang yang siddiq (amat benar). Dan berhati-hatilah dari 
dusta, karena dusta akan menuntun kita berbuat curang, dan kecurangan itu 
menuntun ke neraka. Seseorang yang selalu berlaku curang akan dicatat di 
sisi Allah sebagai pendusta (HR. Bukhari Muslim). 
 
Hadis ini menerangkan dusta dan curang adalah perbuatan tercelah dalam 
islam. Orang yang melakukannya akan mendapatkan mudharat yang besar 
didunia dan akhirat. Rasulullah SAW selalu menganjurkan berkata jujur, 
mengingatkan kita agar menjauhi perbuatan dusta dan curang. Melakukan tindak 
kecurangan dalam berbagai hal dalam kehidupan merupakan perbuatan dosa. 
Bukan hanya dosa biasa, namun Allah SWT menyebutnya sebagai kecelakaan 
yang besar. Tidak hanya dalam urusan timbang menimbang barang dagangan 
dalam jual beli, akan tetapi bisa kita perluas lagi sebagai tindakan lain seperti 
korupsi. 
Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh  
pemerintah Indonesia saat ini. Pengadaan barang dan jasa merupakan sektor 
terbesar yang menjadi “lahan basah” tindak pidana korupsi. Berdasarkan data 
KPK, 44% kasus korupsi yang ditangani KPK merupakan kasus pengadaan 
barang dan jasa selama periode 2004 hingga 2010 (Nurlukman, 2017:82). Data 
tersebut diperkuat dengan rekapitulasi yang dirampungkan KPK terkait kasus 
korupsi yang ditangani dari tahun 2004-2016, telah terjadi 148 kasus kecurangan 
  
 
 
 
 
yang  terjadi  terkait  pengadaan barang/jasa pemerintah (KPK, 2017). Sedangkan 
berdasarkan tren penanganan kasus korupsi 2016 yang dipantau Indonesian 
Corruption watch (ICW), dari 482 kasus korupsi yang ditindak penegak hukum, 
sebanyak 195 kasus terkait pengadaan barang dan jasa, dengan nilai kerugian 
negara Rp 680 miliar dan nilai suap Rp 23,2 miliar. Kondisi ini membuat KPK 
memberikan perhatian khusus pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah 
dengan memasukkan kajian terhadap pengadaan barang dan  jasa sebagai salah 
satu program penelitian dan pengembangannya di tahun 2014. 
Pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah 
merupakan suatu kegiatan atau proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah oleh 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang 
prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil 
pekerjaan.untuk memperoleh barang/jasa. Kemampuan memperoleh barang dan 
jasa dengan pengorbanan terkecil dari berbagai alternatif yang ada tanpa 
mengabaikan standar kualitas yang telah ditetapkan, mencerminkan inovasi 
instansi pemerintah dalam proses pengadaan. Namun, pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara konvensional memungkinkan 
terjadinya pertemuan langsung antara penyedia/rekanan dengan panitia pengadaan 
yang menjadi indikasi awal terciptanya persekongkolan pelaksanaan tender, 
sehingga membuka peluang terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme dalam  
setiap  tahapan  proses pengadaan  barang  dan  jasa (Faisol dkk., 2014:71). 
Secara  khusus, Faisol dkk. (2014:71) menjelaskan beberapa penyebab 
munculnya kecurangan pengadaan barang/jasa pada metode manual atau 
  
 
 
 
 
konvensional karena  informasi harga dan barang terbatas, akses pasar yang 
terbatas, pasar yang tersekat-sekat (fragmented), persaingan  usaha  tidak  sehat  
atau  premanisme,  bad governance, persekongkolan, SDM pengadaan terbatas, 
kredibilitas proses  tidak terjamin. Hal tersebut adalah beberapa kelemahan 
pengadaan barang/jasa secara manual. Kelemahan lain pengadaan barang dan jasa 
secara konvensional menurut Fernandes dan Vieira (2015:589) adalah  pengadaan 
membutuhkan waktu yang lama, sehingga dipandang menyia-nyiakan waktu dan 
biaya,  kurangnya  informasi  serta  kompetisi  yang  kurang  sehat  yang  
berakibat  terhadap kualitas  pengadaan,  terjadi  eksklusi  terhadap  pemasok  
potensial  dan  pemberian  hak  khusus terhadap pemasok tertentu. 
Provinsi Sulawesi Selatan sendiri juga rawan terjadi kecurangan pada 
proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi 
Selatan. Berdasarkan informasi dalam situs BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, 
Didik Krisdiyanto dalam sambutan pembukaan diklat audit pengadaan barang dan 
jasa di kantor pengelola diklat BPKP provinsi Sulawesi Selatan dijelaskan bahwa 
menurut KPK 85% kasus-kasus korupsi dari tahun 2012 sampai sekarang telah 
melibatkan 306 Kepala Daerah yang terkena kasus korupsi, dan sebagian besar 
juga disebabkan kasus pengadaan barang dan jasa. Kasus Operasi Tangkap 
Tangan (OTT) oleh KPK berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, karena di 
sektor inilah pemerintah mengucurkan dana yang besar (BPKP, 2017). 
Selanjutnya KPK memantau proses tender pengadaan barang dan jasa di Pemprov 
Sulawesi Selatan. Pemantauan ini dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi 
dan transparansi. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan didampingi Sekda 
Sulsel Abdul Latif serta Kepala Inspektorat Sulsel Yusuf Sommeng meninjau 
  
 
 
 
 
Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE,) Unit Layanan Pengadaan (ULP), 
dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PSTP) Sulsel (Detiknews, 2017).  
Seperti  yang  diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 
tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi bahwa terdapat tiga unsur untuk dapat dikategorikan 
sebagai tindak pidana yang merugikan keuangan negara.  
Pertama, menyalahgunakan kewenangannya. Kedua, memberikan 
keuntungan baik kepada diri sendiri maupun  orang  lain. Ketiga, 
menimbulkan kerugian keuangan negara.  Bila  proses yang sedang 
berjalan, walaupun belum final/akhir, namun  sudah  ada indikasi  atau 
“dugaan kuat” adanya penyimpangan bisa atau dapat dikategorikan  
pelanggaran  terhadap UU Korupsi. 
 
Berdasarkan  beberapa  kelemahan  pengadaan  barang  dan  jasa  dengan  
metode konvensional di atas, maka dibutuhkan solusi untuk menutupi  
kelemahan-kelemahan  tersebut. Solusi  tersebut  diharapkan  dapat  mereduksi  
terjadinya  tindakan  fraud procurement dan pelaksanaannya  lebih  transparan,  
akuntabel dan efisien. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pemerintahan 
dirancang dengan bentuk e-governance. Sistem yang berbasis e-governance ini 
tidak dapat dihindari lagi. Penerapan sistem berbasis e-governance dipercaya 
dapat memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini dianggap 
buruk dengan prosedur yang rumit, lama, mahal, dan cenderung koruptif. Salah 
satu bentuk dari implementasi e-governance yang diadopsi oleh Indonesia adalah 
pemanfaatan sistem teknologi berbasis online dalam proses pengadaan barang dan 
jasa pemerintah (Nurlukman, 2017:83). Pemerintah  melalui lembaga kebijakan  
pengadaan barang dan jasa pemerintah menerapkan  sistem  pengadaan barang 
dan jasa menggunakan elektronik atau e-procurement, sehingga penyelenggaraan 
  
 
 
 
 
pemerintahan berbasis e-governance dapat diimplementasikan. Penyelenggaraan 
pemerintahan memerlukan tatanan dan transparansi dalam setiap program-
program yang dibangun oleh pemerintah itu sendiri. Transparansi  ini  dilakukan  
dengan tujuan agar dapat mengurangi tindak kecurangan  (fraud)  dalam  berbagai 
aspek. Pengelolaan barang dan jasa pemerintah dengan akuntabel dan transparan 
dengan mengedepankan good government governance di satu sisi diharapkan akan 
mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari 
masyarakat/stake-holder.  
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 113 tahun 
2009 menjelaskan bahwa pengadaan barang/Jasa Pemerintah elektronik 
(electronic procurement) adalah :  
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan 
menggunakan sistem berbasis web/internet, memanfaatkan fasilitas 
teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara 
elektronik.  
 
E-procurement secara umum dapat didefinisikan sebagai otomatisasi proses 
pengadaan organisasi dengan menggunakan aplikasi berbasis web (Nawi dkk., 
2016:329). Implementasi kebijakan e-procurement di Indonesia dimulai pada 
tahun 2006 dengan dibentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 
dikembangkan oleh pusat pengembangan kebijakan pengadaan barang/jasa pada 
tahun 2006 sesuai Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan 
Korupsi (Nurlukman, 2017:82). Secara sederhana e-procurement adalah 
kombinasi 2 kata, yaitu electronic dan procurement yang bermakna kepada 
pemanfaatan perkembangan teknologi terutama dalam telekomunikasi dan 
informasi dalam pengadaan barang dan jasa. Pemanfaatan teknologi 
  
 
 
 
 
telekomunikasi dan informasi dalam e-procurement dilatarbelakangi oleh 
keinginan dan agenda kerja pemerintah yang sangat terikat dengan kepastian 
terutama dalam hal waktu. Oleh karena itu, kecepatan dan ketepatan merupakan 
hal yang menjadi salah satu prioritas dalam penerapan sistem berbasis e-
procurement (Nurlukman, 2017:84). 
Swadesi (2017:2) menegaskan bahwa Fraud merupakan tindakan yang 
dengan sengaja dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun 
kelompok yang melanggar hukum dan umumnya dilakukan oleh orang-
orang yang memiliki kewenangan terhadap aset dalam perusahaan atau 
negara.  
 
Kecurangan (fraud) biasanya terjadi ketika tidak ada pendeteksian awal 
atau pencegahan yang dilakukan (Ulfah dkk., 2017:400). Oleh karena itu, terdapat 
beberapa cara dalam mendeteksi kecurangan termasuk pada proses pengadaan 
barang dan jasa pemerintah seperti dengan diterapkannya pengadaan secara 
elektronik (e-procurement) ini. Sistem e-procurement diharapkan mampu 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah 
sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan (Artantri dkk., 2016:18). 
Berbagai macam kecurangan yang ditimbulkan dalam pengadaan barang 
dan jasa membutuhkan pencegahan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan berbagai 
pertimbangan dalam pelaksanaannya, e-procurement di lingkungan pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan guna melaksanakan komitmen pemerintah dalam 
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta memperkuat kapabilitas 
pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Untuk mengetahui bagaimana e-
procurement dapat mencegah fraud procurement di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini 
  
 
 
 
 
mencoba memahami lebih dalam tentang e-procurement di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkhusus pada LPSE yang melayani proses 
pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan Unit Layanan Pengadaan 
(ULP) yang merupakan panitia pengadaan barang/jasa yang melakukan pemilihan 
penyedia barang/jasa dilingkungan pemerintah daerah/BUMD, Sehingga judul 
yang tepat dalam penelitian ini adalah “Peranan E-Procurement Dalam 
Pencegahan Fraud Procurement Sebagai Inovasi Pelayanan Publik (Studi 
Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)”. 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Fokus penelitian yaitu e-procurement sebagai inovasi pelayanan publik. 
Penelitian ini berfokus pada pengelolaan sistem informasi e-procurement yang 
dijalankan oleh LPSE serta ULP Provinsi Sulawesi Selatan dalam memitigasi atau 
mencegah terjadinya fraud pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. 
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan  observasi  dan wawancara kepada 
informan dengan secara mendalam yang dianggap memiliki kapasitas dalam 
memberikan informasi tentang potensi fraud sebelum penerapan e-procurement, 
peran e-procurement dalam mencegah fraud pengadaan barang/jasa serta kendala-
kendala dalam menjalankan e-procurement  pemerintah provinsi Sulawesi 
Selatan. Tujuan fokus  penelitian  ini  adalah  agar  ruang  lingkup peneliti tidak 
luas dan lebih fokus untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
 
C. Rumusan Masalah 
  
 
 
 
 
Mengetahui hal-hal yang dapat memicu terjadinya kecurangan dapat 
menjadi  titik  awal  untuk  melakukan pencegahan.  Hal  tersebut  tentunya 
berlaku pada kecurangan yang terjadi pada proses pengadaan barang/jasa  
pemerintah. Oleh karena itu, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana risiko fraud procurement sebelum penerapan e-procurement 
pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan? 
2. Bagaimana peranan e-procurement sebagai inovasi pelayanan publik 
dalam mencegah terjadinya fraud procurement pada Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan?  
3. Bagaimana kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan e-
procurement pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?  
 
D. Penelitian Terdahulu 
Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui 
berbagai  penelitian  sebelumnya  merupakan  hal  yang  penting  untuk dijadikan  
data  pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan.  Salah  satu  data  
pendukung  yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah 
penelitian terdahulu yang relevan dengan  permasalahan  yang akan dibahas  
dalam  penelitian  ini.  Adapun penelitian  terdahulu  yang  dijadikan  acuan  
adalah  terkait dengan masalah e-procurement dalam pemerintahan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu Resti Mega Artantri, Lilik 
Handajani, Endar Pituringsih (2016) yang berjudul “Peran E-Procurement 
Terhadap Pencegahan Fraud pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah di 
  
 
 
 
 
Pulau Lombok mengungkapkan bahwa e-procurement memiliki peran untuk 
menekan fraud pada Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah di Pulau  
Lombok”. E-procurement dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada 
pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga dapat meminimalisir terjadinya 
kecurangan. Penelitian ini dianalisis menggunakan model struktural dengan 
pendekatan Partial Least  Squares (PLS). 
Edy Purwanto, Mulyadi, Choirul Anwar (2017) dalam penelitiannya 
yang berjudul ”Kajian Konsep Diamond Fraud Theory dalam Menunjang 
Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Bogor”. Penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling dalam pemilihan sampel. Hasil  
penelitian  secara  uji  simultan  (Uji  F)  diperoleh  bahwa  pressure, opportunity,  
rationalization,  dan  capability  secara  simultan  berpengaruh  terhadap fraud 
pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Bogor. 
Penelitian yang dilakukan Dian Endianingsih (2015), hasil penelitiannya 
yang berjudul “Peran E-catalogue dalam Proses Pengadaan Elektronik” 
mengungkapkan bahwa peranan  e-catalogue  sangat penting karena  menjadi  
dasar  dalam  komparasi  spesifikasi  barang/jasa yang akan diadakan. Melalui 
penerapan e-catalogue yang baik,  pengguna e-procurement akan memperoleh 
manfaat nyata yang diwujudkan dalam bentuk efisiensi dan efektifitas proses 
pengadaan yang dijalankan. Penyempurnaan berbagai  aspek  yang  terkait  
dengan  sistem  berbasis  teknologi  informasi ini tentunya akan tetap diperlukan 
dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penggunanya, salah satunya 
dengan implementasi  e-catalague  yang  baik  dan  mengakomodasi  pihak-pihak  
yang  terlibat  dalam  e-procurement. 
  
 
 
 
 
Penelitian yang dilakukan oleh Utari Swadesi (2017) yang berjudul  
“Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-procurement) pada 
LPSE Kota Pekanbaru” mengungkapkan bahwa efektivitas pengadaan barang dan 
jasa secara elektronik e-procurement pada LPSE Kota Pekanbaru memberikan  
hasil positif  terhadap  perwujudan proses  pengadaan  barang/jasa yang  sehat. 
Hal tersebut dapat dilihat dari terwujudnya sistem yang akuntabilitas dalam 
pelaksanaan barang dan jasa di LPSE Kota Pekanbaru. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara pada 
informan yang bersangkutan. 
Adie Dwiyanto Nurlukman (2017), penelitiannya yang berjudul “e-
Procurement: Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengadaan Barang 
dan Jasa Berbasis E-government di Indonesia”. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan pendekatan kualitatif yang akan dianalisis secara deskriptif. Hasil 
penelitian ini mengungkapkan bahwa perlu adanya integrasi dan kolaborasi yang 
baik antara kebijakan pengadaan, stakeholder yang terlibat, dan peran Unit 
Layanan Pengadaan (ULP) untuk mencapai optimalisasi dalam pelaksanaan 
kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintahan melalui e-procurement. 
Beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan kebijakan e-
procurement tidak terlepas dari payung hukum yang masih terlalu bias dan kurang 
menguatkan berakibat kepada proses integrasi yang masih lemah dalam 
pelaksanaannya. Konflik egoisme dan kepentingan pribadi masih terlihat karena 
adanya kelemahan peraturan yang ada. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
  
 
 
 
 
a) Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah 
sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui risiko fraud procurement sebelum penerapan e-
procurement pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Untuk mengetahui peranan e-procurement sebagai inovasi pelayanan 
publik dalam memitigasi terjadinya fraud procurement pada Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan e-
procurement pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 
b) Kegunaan Penelitian 
Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: 
1. Manfaat teoretis: Penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan 
Stewardship Theory, dimana pionir dari teori tersebut adalah Donaldson 
dan Davis (1991:50). Teori ini menggambarkan situasi dimana para 
manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih 
ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. 
Maksud penerapan stewardship theory ini adalah agar kepentingan 
personal antara pemerintah dengan masyarakat dapat diselaraskan melalui 
pencapaian tujuan organisasi dan apabila terdapat perbedaan kepentingan 
antara pemerintah dengan masyarakat, maka pemerintah akan menjunjung 
tinggi nilai kebersamaan sehingga tujuan organisasi tercapai dan tidak ada 
kecurangan/fraud yang akan terjadi. 
  
 
 
 
 
2. Manfaat praktis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
kepada pemerintah dan pihak manajemen dalam mencegah atau 
meminimalisir terjadinya fraud pada proses pengadaan barang/jasa 
pemerintah sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan dengan 
transparan dan akuntabel serta diharapkan dapat menjadi salah satu sumber 
bahan pertimbangan yang berguna dalam memperbaiki sistem pengawasan 
dan pengendalian dalam proses pengadaan barang/jasa. 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Stewardship Theory 
Teori Stewardship dapat digunakan untuk penelitian akuntansi organisasi 
sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya yang sejak 
awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan 
untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara stewards dengan 
principals, (Zoelisty dan Adityawarman, 2014:3). Akuntansi sebagai penggerak 
(driver) berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks dengan 
bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, principal 
semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan 
antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. 
Kontrak hubungan antara stewards dan principals atas dasar kepercayaan 
(amanah =trust), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga 
model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah stewardship theory. 
Donaldson dan Davis (1991:50) mengatakan bahwa teori ini didesain bagi para 
peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai 
pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik para principalnya. 
Davis, dkk. (1997:25) mengatakan bahwa  Stewardship theory dibangun 
atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni manusia pada 
hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung 
jawab memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.  
 
Arti dari pernyataan tersebut dalam kaitannya terhadap sistem pengadaan 
barang/jasa secara elektronik adalah bahwa pemerintah seharusnya harus 
 
 
 
mempertanggung jawabkan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan kepada 
stakeholder, supaya pandangan dari masyarakat terhadap pemerintah itu baik. 
Stewardship theory mengasumsikan bahwa setiap manusia harus menjaga sikap 
dan perilaku mereka, yaitu pemerintah harus bertindak sesuai dengan aturan yang 
ada, dimana sesuai dengan teori Stewardship para aparat dan pejabat pemerintah 
daerah provinsi telah dianggap dan dipandang bekerja dengan motivasi pelayanan 
dan pengabdian (Susanto dkk., 2015:80). 
Raharjo (2007:32) mengemukakan bahwa teori Stewardship 
didefinisikan sebagai situasi dimana manajer tidak mempunyai 
kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan keinginan principal, 
sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah 
dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk 
bertindak sesuai keinginan principal, selain itu perilaku steward tidak 
akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai 
sasaran organisasinya.  
 
Teori ini juga membahas bahwa pemerintah dalam suatu organisasi 
sektor publik tidak menjurus kepada kepentingan pribadi melainkan kepentingan 
masyarakat atau kepentingan umum. Jadi, stewardship theory adalah para 
pemerintah dimotivasi untuk berbuat secara kolektif untuk kepentingan organisasi 
hingga kerjasama seluruh anggota organisasi merupakan ciri utama dari 
stewardship theory. Inti dari teori stewardship adalah adanya kesuksesan 
organisasi/instansi pemerintah dengan kepuasan masyarakat dan juga teori 
stewardship bertujuan untuk menangani konflik kepentingan antara instansi 
pemerintah dan masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
B. Contigency Theory 
Contigency theory dicetuskan oleh Fiedler pada tahun 1967.  Contigency 
theory (teori kontijensi) berargumen bahwa desain dan sistem pengendalian 
adalah tergantung pada konteks organisasi dimana pengendalian tersebut 
dilaksanakan (Fisher, 1998:48), sedangkan Otley (1980:84) berargumen bahwa 
teori kontijensi dalam akuntansi manajemen merupakan usaha untuk 
mengidentifikasi sistem pengendalian berbasis akuntansi yang paling sesuai untuk 
sebuah kondisi organisasi. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa sistem 
pengendalian dalam organisasi harus disesuaikan dengan faktor lingkungan 
tempat sistem pengendalian tersebut dilaksanakan.  
Lathifah (2014:42) menyatakan bahwa ; teori kontijensi membantah 
bahwa desain dan penggunaan sistem pengendalian adalah kontijensi 
terhadap konteks pengaturan pada organisasi dimana pengendalian dapat 
dioperasikan. Suatu titik temu antara pengendalian dan variabel 
kontijensi dihipotesakan untuk meningkatkan kinerja organisasi 
(individu).  
 
Teori kontijensi muncul sebagai jawaban atas pendekatan yang 
universalistik yang membantah bahwa desain pengendalian yang optimal dapat 
diterapkan dalam organisasi secara keseluruhan. Pendekatan pengendalian yang 
universalistik adalah perluasan teori manajemen ilmiah yang alami. Prinsip 
manajemen ilmiah menyiratkan suatu cara terbaik untuk mendesain proses 
operasional dalam rangka memaksimalkan efisiensi. Adapun variabel-variabel 
yang dipaparkan dalam penelitian Lathifah (2014:43) terdapat 4 kategori.  
Kategori pertama adalah variabel-variabel yang terkait dengan unsur 
ketidakpastian. Kemudian unsur ketidakpastian ini dibagi ke dalam ketidakpastian 
 
 
 
tugas dan ketidakpastian lingkungan. Jika suatu penilaian memahami proses 
mengubah masukan ke dalam keluaran, penilai dapat menetapkan tindakan yang 
diperlukan oleh yang dievaluasi dan ini menyiratkan bahwa pengetahuan proses 
perubahan bentuk adalah tinggi. Berbagai kata sifat yang diusulkan peneliti untuk 
menggambarkan lingkungan yang eksternal terutama yang berkaitan dengan 
ketidakpastian. Sedangkan Purwati dan Zulaikha (2006:3) memaparkan taksonomi 
variabel lingkungan eksternal dalam: 
1) Turbulence (risky, unpredictable, fluctuating) 
2) Hostility (stressful, dominating, restrictive) 
3) Diversity (variety of product, input, costumer) 
4) Complexity (rapidly developing technologies) 
 
Kategori kedua adalah variabel-variabel yang terkait dengan teknologi 
organisasi dan saling ketergantungan. Hal ini meliputi definisi teknologi yang 
dikembangkan oleh Woodard pada tahun 1965 dan Perrow pada tahun 1967 yang 
membagi teknologi ke dalam pengelompokkan kecil, pengelompokkan besar, 
proses teknologi dan kategori produksi massal. Teknologi menurut Purwati dan 
Zulaikha (2006:3)  menyangkut bagaimana proses operasi organisasi (mengubah 
input menjadi output) dan termasuk hardware, mesin-mesin, alat-alat, manusia, 
software, dan pengetahuan. 
Kategori ketiga adalah variabel kontijensi yang terkait dengan industri, 
perusahaan dan unit bisnis seperti ukuran, diverivikasi dan struktur. Struktur 
menurut (Purwati dan Zulaikha, 2006:4) merupakan spesifikasi normal dari peran 
yang berbeda untuk anggota organisasi atau tugas-tugas untuk kelompok dalam 
rangka menjamin bahwa aktivitas organisasi dilaksanakan. Penyusunan struktur 
mempengaruhi efisiensi kerja, motivasi individu, aliran informasi dan sistem 
 
 
 
pengendalian serta membantu mengarahkan masa depan organisasi (Lathifah, 
2014:44). 
Kategori keempat adalah variabel yang terkait dengan strategi persaingan 
dan misi. Berdasarkan berbagai riset, klasifikasi dari kategori keempat ini 
diantaranya biaya rendah, pembedaan, fokus strategi, fokus strategi persaingan, 
unit bisnis pembela dan pelindung, penyidik dan kategori penganalisisan. 
Kategori lain yang telah diuji dalam literatur pengendalian adalah variabel yang 
terkait dengan faktor-faktor yang dapat diobservasi. Faktor ini meliputi 
pengukuran, evaluasi, dan umpan balik yang dilakukan dalam rangka menilai 
keefektifan sistem pengendalian organisasi (Lathifah, 2014:44). 
 
C. Konsep Risiko 
Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, bahkan 
ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada hidup tanpa risiko, terlebih lagi 
dalam dunia bisnis dimana ketidakpastian beserta risikonya merupakan sesuatu 
yang tidak dapat diabaikan begitu saja, melainkan harus diperhatikan secara 
cermat bila menginginkan kesuksesan (Yasa dkk., 2013:32). Menurut Yasa dkk. 
(2013:32), risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk 
(kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Hal ini didukung pendapat 
Djojosoedarso (1999:1), bahwa risiko mempunyai karakteristik: a. merupakan 
ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa, b. Merupakan ketidakpastian yang 
bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Berdasarkan definisi di atas dapat 
diambil kesimpulan bahwa risiko adalah suatu pontensi kejadian yang dapat 
 
 
 
merugikan yang disebabkan karena adanya ketidakpastian atas terjadinya suatu 
peristiwa, dimana ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan 
tumbuhnya risiko yang bersumber dari berbagai aktivitas. 
Secara garis besar, Djojosoedarso (1999:2) mengklasifikasikan 
ketidakpastian ke dalam :  
1) Ketidakpastian ekonomi (Ekonomic uncertainly), yaitu kejadian-
kejadian yang timbul sebagai akibat kondisi dan perilaku dari pelaku 
ekonomi misalnya: perubahan sikap konsumen, perubahan selera 
konsumen, perubahan harga, perubahan teknologi, penemuan baru dan 
sebagainya. 2) Ketidakpastian alam (uncertainly of nature) yaitu 
ketidakpastian yang di sebabkan oleh alam, misalnya banjir, badai, 
gempa bumi, kebakaran dan sebagainya.  3) Ketidakpastian manusia 
(Human uncertanty) yaitu ketidakpastian yang di sebabkan oleh prilaku 
manusia, seperti: peperangan, pencurian, penggelapan, pembunuhan dan 
sebagainya. 
 
D. Konsep Fraud 
Fraud merupakan suatu aktivitas yang terjadi pada suatu lingkungan 
sosial yang mempunyai berbagai konsekuensi yang berat pada ekonomi, 
perusahaan, dan individu (Urumsah dkk., 2016:48). Secara umum, fraud dapat 
dibagi menjadi dua jenis, yaitu external dan internal fraud. External fraud 
merupakan fraud yang dilakukan oleh seseorang yang berasal dari luar organisasi. 
Sedangkan internal fraud sebaliknya. Fraud ini biasanya dilakukan oleh pihak-
pihak internal suatu organisasi seperti staf, manajer dan pihak-pihak eksekutifnya 
(Aji dan Urumsah, 2016:148). Selain itu, jika dilihat lebih detail fraud dapat 
dikelompokkan  menjadi  tiga  kelompok  antara  lain:  (a) korupsi, terbagi ke 
dalam pertentangan kepentingan (conflict of interest), suap (bribery), pemberian 
ilegal (illegal gratuity), dan pemerasan (economic extortion); (b) penyalahgunaan 
 
 
 
aset, dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan kecurangan atas  persediaan  
dan aset lainnya, serta pengeluaran pengeluaran biaya secara curang (fraudulent  
disbursement); dan (c) kecurangan laporan keuangan, dapat didefinisikan  sebagai  
kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material 
laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat 
bersifat financial atau non financial (ACFE, 2014). 
Penyebab seseorang melakukan fraud biasanya dikarenakan 3 faktor  
atau penyebab.  Ketiga  penyebab fraud tersebut biasa  disebut  dengan  istilah 
fraud triangle (Aprilia dkk., 2015:788).  Namun, terdapat pendapat yang 
menyatakan bahwa masih terdapat satu faktor lagi yang sangat berpotensi dalam 
mendorong seseorang untuk melakukan tindakan fraud. 
Keempatnya sangat berkaitan sehingga membentuk sebuah pilar penyebab 
tindakan kecurangan yang disebut fraud diamond (Wolfe dan Hermanson, 
2004:39).  Masing-masing elemen dari fraud diamond antara lain: 
1. Tekanan. Biasanya disebabkan oleh faktor yang bersifat financial dan non 
financial. Faktor ini muncul masing-masing disebabkan keinginan life style 
yang berkaitan dengan materi serta kegiatan untuk menutupi kesalahan 
(Wolfe dan Hermanson, 2004:39).   
2. Kesempatan. Sebuah kesempatan terbuka karena adanya keyakinan pelaku 
perbuatannya tidak akan diketahui. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor 
lingkungan tempat aksi kecurangan yang berpotensi kuat untuk dilakukan. 
(Urumsah dkk., 2016:49). 
 
 
 
3. Rasionalisasi. Artinya setiap tindakan terkait dengan kecurangan yang 
dilakukan tidak pernah dianggap salah dengan alasan-alasan yang 
menurutnya adalah benar (Urumsah dkk., 2016:49) dan (Sukirman  dan  
Sari,  2013:207).  
4. Kemampuan (Capability). Posisi, kecerdasan, ego, pemaksaan, penipuan, 
dan stres adalah elemen pendukung kemampuan (Wolfe dan Hermanson, 
2004:39). Unsur  ini  sangat  penting  ketika  menyangkut penipuan  skala  
besar  atau  jangka  panjang.  
 
E. Pengadaan Barang dan Jasa 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam 
pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan 
pengembangan perekonomian nasional dan daerah (Peraturan Presiden nomor 16 
tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) serta untuk mewujudkan 
Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa 
yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for 
money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, 
peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta 
pembangunan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa  pengadaan barang dan 
jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan 
jasa yang diinginkan dengan cara dan waktu sesuai peraturan yang berlaku serta 
dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan proses 
 
 
 
pengadaan. Adapun tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah 
berdasarkan Perpres No. 16 tahun 2018, yaitu: 
1. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, 
diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. 
2. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. 
3. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha 
menengah. 
4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional. 
5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil 
penelitian. 
6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. 
7. Mendorong pemerataan ekonomi. 
8. Mendorong pengadaan berkelanjutan. 
 
Berdasarkan pasal 6 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 133 tahun 
2009 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara    
elektronik di lingkungan Pemerintah Sulawesi Selatan, para pihak (subyek) dalam 
kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu : 
1. LPSE Provinsi; 
2. Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat 
Komitmen, Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP; dan 
3. Penyedia Barang/Jasa. 
 
Panitia pengadaan menyelenggarakan tender/lelang dan mengambil 
keputusan dalam suatu rapat yang dituangkan dalam berita acara lelang mengenai 
calon pemenang atas dasar harga terendah dikaitkan dengan harga perkiraan 
sendiri (owner estimate) yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kualitas barang 
yang dibutuhkan. Sepanjang pengadaan tidak dilakukan melalui lelang, maka 
pelaksanaan pengadaan dilakukan dengan surat perintah kerja yang ditandatangani 
oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau pejabat pengadaan. Kepala 
Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan 
 
 
 
pembuatan daftar hasil pengadaan barang milik daerah dalam lingkungan 
wewenangnya dan bertanggung jawab pula untuk melaporkan/menyampaikan 
daftar hasil pengadaan barang milik daerah tersebut  kepada kepala daerah melalui 
pengelola untuk ditetapkan status penggunaannya. Laporan hasil pengadaan 
barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 42 Permendagri 
19 tahun 2016, terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan 
tahunan. Pada dasarnya dalam  pengadaan  barang  dan  jasa harus dilaksanakan 
berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang  dipraktikkan secara internasional, 
efisiensi, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak 
diskriminatif agar good governance dalam sektor publik dapat terwujud. 
 
F. E-Procurement 
E-procurement merupakan suatu pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
dengan menggunakan jaringan elektronik atau Electronic Data Interchange. 
Intinya, e-procurement merupakan sebuah rangkaian proses transaksi secara 
elektronik (otomatis) yang terjadi antara pembeli dan penjual yang dilakukan 
melalui medium elektronik atau internet (Fenandes dan Vieira, 2015:600). 
Adapun perbedaan proses pelaksanaan pengadaan/jasa secara manual dan 
elektronik yaitu: 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2.1 
Perbedaan E-procurement dengan Pengadaan secara manual 
 
No.  Tahapan Manual Elektronik 
1 2 3 4 
1 Pembuatan user 
ID dan  password 
untuk Panitia 
Pengadaan 
Barang/Jasa  
(PPBJ) 
Tidak ada Panitia Pengadaan Barang/Jasa 
(PPBJ) mengajukan 
pembuatan  
user ID dan password  
kepada admin agency 
2 Penyusunan 
jadwal dan  
Dokumen 
Pengadaan 
Jadwal yang telah 
disusun oleh PPBJ  
disampaikan kepa-da 
PPK, Dokumen 
Pengadaan juga 
disampaikan kepada 
PPK untuk 
ditandatangani PPK 
Jadwal dan Dokumen  
Pengadaan yang telah  
disusun oleh PPBJ, 
disampaikan kepada PPK  
agar disetujui PPK,  
melalui komunikasi online 
3 Penetapan Harga 
Perkiraan 
Sementara 
 
Dilakukan oleh 
PPBJ 
Dilakukan oleh PPK 
4 Pengumuman 
Pelelangan 
Melalui website 
instansi dan  
media cetak 
Melalui website instansi,  
aplikasi sistem pengadaan 
secara elektronik, dan portal 
pengadaan nasional 
5 Pendaftaran 
lelang dan 
pengambilan 
Dokumen 
Pengadaan oleh 
peserta  
Lelang 
Datang langsung 
(tatap muka) 
Pendaftaran melalui aplikasi 
SPSE Dokumen Pengadaan 
dapat di-download melalui 
aplikasi SPSE 
6 Penjelasan 
pekerjaan  
(aanwijzing) dan 
Pengambilan 
Berita Acara 
aanwijzing 
 
Datang langsung 
(tatap muka) 
 
Melalui komunikasi atau tanya 
jawab online pada aplikasi 
SPSE. Berita acara aanwijzing 
dapat di-download melalui 
website instansi dan  
aplikasi SPSE 
Sumber:http://www.setneg.go.id 
 
 
 
 
Selain itu LPSE menyebutkan bahwa e-procurement hampir sama dengan 
pengadaan secara manual, perbedaannya hanya seluruh tahapan dilaksanakan 
secara elektronik. 
Pengadaan secara elektronik menggunakan internet seperti e-
procurement dapat digunakan untuk menghemat biaya, mengubah rutinitas 
pembelian, mengurangi waktu pengadaan, dan membangun hubungan dengan 
pemasok (Rotchanakitumnuai, 2013:310). Tentunya hal ini dapat berlaku bagi 
semua jenis organisasi, tidak terkecuali pada lembaga sektor publik/pemerintah. 
Sistem pengadaan pemerintah secara elektronik bisa meningkatkan transparansi 
dan bisnis perubahan tata praktek dan mendorong pemasok atau vendor untuk 
berpartisipasi dalam pengadaan publik (Chitla, 2012:33). 
Fasilitas teknologi komunikasi dan informasi dalam sistem e-
procurement terdiri dari: (a) e-tendering, adalah tata cara pemilihan penyedia 
barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua 
penyedia barang dan jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik 
dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah 
ditentukan; (b) e-catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat  
daftar,  jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari  penyedia  barang 
dan jasa pemerintah; dan (c) e-purchasing adalah tata cara pembelian barang dan 
jasa melalui sistem katalog elektronik (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 
2018). Modul yang disediakan dalam aplikasi LPSE ini yakni e-tendering, e-
bidding, e-catalogue, e-purchasing ini dapat memudahkan masyarakat untuk 
mengikuti tender dalam pengadaan barang dan jasa. 
 
 
 
G. Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Kaitannya dengan 
Prinsip Good Governance 
 
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus sesuai dengan 
prinsip yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018. Prinsip-prinsip ini 
dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta di harapkan dapat 
mengurangi terjadinya tindakan-tindakan kecurangan dalam pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa pemerintah. Prinsip pengadaan barang/jasa sangat penting 
dalam pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna 
meningkatkan kinerja organisasi serta kualitas pelayanan publik (Nubatonis dkk., 
2014:19). Adapun prinsip pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan prinsip 
good governance di antaranya sebagai berikut : 
1. Efisien  
Rampengan, dkk. (2016:619) mengemukakan bahwa proses kegiatan 
operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja 
tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang 
serendah-rendahnya. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 
efisien diartikan sebagai sesuatu yang tepat untuk menghasilkan sesuatu tanpa 
membuang biaya, waktu dan tenaga.  Sedangkan berdasarkan Perpres Nomor 
16 tahun 2018 menjelaskan bahwa efisien berarti pengadaan barang/jasa harus 
diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk 
mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan 
dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas 
yang maksimum. Jadi pada dasarnya efisiensi menganggap bahwa tujuan-
 
 
 
tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang 
paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut (Arsyad, dkk., 2016:3). 
Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa efisien dalam organisasi berarti 
mampu bekerja atau menyelesaikan sesuatu dengan cepat, hemat, tepat dan 
selamat. Efisiensi berkaitan dengan kualitas, biaya dan waktu pelayanan 
(Christian, 2016:2787). 
2. Efektif 
Rapina dan Christyanto (2011:2) mengartikan efektif adalah kemampuan 
untuk menentukan tujuan yang memadai atau dengan kata lain melakukan hal 
yang tepat. Sedangkan Christian (2016:2787) menyatakan bahwa efektifitas 
berkaitan dengan tolak ukur berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan dari 
pihak penyelenggara layanan. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai 
pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah 
ditentukan, sementara apabila membicarakan efektifitas harus dilihat apakah 
target yang ditentukan telah sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai (Arsyad 
dkk., 2016:3-4). Berdasarkan Perpres Nomor 16 tahun 2018 Efektif berarti 
pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah 
ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Berdasarkan 
penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa efektifnya suatu organisasi 
didasarkan pada pencapaian hasil kinerja yang disesuaikan dengan kepuasan 
pihak lain atau publik yang merupakan sasaran utama pencapaian tersebut. 
 
 
 
 
 
3. Transparan 
Christian (2016:2787) menyatakan transparansi adalah prinsip yang 
menjamin penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan 
dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan 
memadai. Secara sederhana Nubatonis, dkk. (2014:17) mendefinisikan 
transparan sebagai keterbukaan pemerintah, penyediaan informasi, atau 
kemudahan memperoleh informasi. Sedangkan berdasarkan Perpres Nomor 16 
tahun 2018, transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai 
pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh 
penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada 
umumnya. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa transparansi berkaitan 
dengan keterbukaan dan kemudahan mengetahui informasi akurat dan lengkap 
yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan pemerintahan termasuk 
informasi keuangan, pengadaan barang/jasa dan sebagainya. 
4. Akuntabel 
Nubatonis, dkk. (2014:17) menyatakan akuntabilitas adalah 
tanggungjawab pemerintah terhadap tugas yang diberikan serta kebijakan dan 
keputusan yang diambil. Akuntabilitas yang diinginkan oleh publik juga 
ditekankan pada kualitas layanan itu sendiri karena masyarakat selalu 
menginginkan pelayanan yang cepat, mudah, tanggap dan murah (Christian, 
2016:2786). Sedangkan dalam kaitannya dengan pengadaan barang/jasa 
pemerintah, akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang 
terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.  
 
 
 
H. Hubungan E-Procurement dan E-Government 
Implementasi Sistem Informasi (SI) berbasis teknologi memiliki peran 
penting tidak hanya di bidang bisnis tetapi juga di pemerintahan. SI berbasis 
teknologi berfungsi untuk membantu suatu organisasi agar pekerjaan didalamnya 
menjadi lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan SI berbasis teknologi juga 
merupakan salah satu cara terbaik  yang dapat digunakan suatu organisasi untuk 
meningkatkan kualitas pelayanannya (Urumsah, 2015:101). Salah satu bentuk 
implementasi dari teknologi ini adalah e-procurement. Sistem e-procurement 
merupakan aplikasi perangkat lunak berbasis internet yang dirancang guna 
memfasilitasi proses perolehan barang ataupun jasa oleh organisasi komersial atau 
pemerintah (Macmanus, 2002:10) 
Pengadaan barang atau jasa merupakan kegiatan penting yang selalu 
ditemui di semua organisasi, publik, swasta, pemerintah, dan badan amal. 
Tentunya kegiatan  pengeluaran yang  besar atas  pengadaan  tersebut  harus dapat 
dipertanggungjawabkan (Fernandes dan Vieira, 2015:589). E-procurement dapat 
diimplementasikan oleh suatu organisasi guna mendukung proses pengadaan 
barang dan jasa. Melalui e-procurement proses jual beli barang atau jasa akan 
dilakukan secara online agar proses ini menjadi lebih efektif dan efisien serta 
melalui sistem ini proses penjualan barang dan jasa menjadi lebih transparan. 
Prosesnya yang secara online akan membuat proses pengadaan barang dan jasa 
menjadi lebih terbuka dan tidak berbelit-belit, sehingga akan berdampak pada 
peningkatan kinerja dari organisasi (Udoyono, 2012:141). Hal ini juga dapat 
diartikan bahwa e-procurement memiliki kontribusi potensial yang besar dalam 
 
 
 
menekan atau mengurangi biaya transaksi dan dapat digunakan untuk 
meningkatkan sumber strategis. 
Sejumlah organisasi sektor publik di seluruh dunia saat ini telah 
memprioritaskan proses penerapan pengadaan barang elektronik (e-procurement) 
sebagai agenda utama pengembangan dari e-government (Vaidya dkk., 2006:76). 
E-government sendiri dapat dikatakan sebagai tipe/jenis lain dari e-services 
(Urumsah, 2015:35). E-government merupakan pemanfaatan aplikasi internet dan 
teknologi jaringan untuk secara digital memungkinkan hubungan pemerintah dan 
agen sektor publik dengan masyarakat, bisnis, dan pihak pemerintah lainnya. 
Selain untuk meningkatkan penyampaian pelayanan pemerintah, e-government 
dapat membuat kegiatan operasional pemerintah  menjadi  lebih  efisien  dan  
efektif, contohnya yaitu penerapan e-procurement. Melalui e-procurement 
transaksi jual beli pemerintah akan dilakukan secara online yang membuat proses 
ini menjadi lebih efektif dan dapat menekan beberapa biaya (efisien). Di 
Indonesia, implementasi sistem e-procurement pada organisasi pemerintah 
didorong karena adanya sejumlah kasus korupsi yang disebabkan oleh kegiatan 
pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan data kasus korupsi tahun 2004-2016 
yang diperoleh dari KPK, terdapat 148 kasus korupsi yang terjadi terkait dengan 
pengadaan barang dan jasa. Kasus korupsi yang terjadi terkait dengan pengadaan 
barang dan jasa, termasuk sebagai  salah  satu  dari  dua  kasus  korupsi  tertinggi  
yang  terjadi  di Indonesia (KPK, 2017). Maka dari itu, penting sekali untuk 
menciptakan sistem informasi pengadaan berbasis teknologi melalui internet 
sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai.  Efektivitas penggunaan 
 
 
 
sistem informasi berbasis teknologi disektor publik akan berdampak pada kinerja 
dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan yang semakin 
tinggi kepada masyarakat, kepercayaan masyarakatpun akan semakin tinggi 
terhadap pemerintahnya (Handayani, 2010:27). 
 
I. Pencegahan Procurement Fraud melalui E- Procurement 
Pengadaan barang dan jasa merupakan aktivitas pemerintah yang paling 
signifikan, tidak hanya dari tingkat aktivitas tetapi juga dana yang dialokasikan 
(Moon, 2005:56). Pengadaan barang dan jasa yang saat ini berlaku, khususnya di 
Indonesia masih memiliki kelemahan dan belum secara efektif mampu mencegah 
terjadinya korupsi. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
yang telah diatur oleh Pemerintah Indonesia, masih memungkinkan bagi Panitia 
Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan tindakan fraud berupa 
korupsi di setiap tahapannya.  Data yang diperoleh dari laporan tahunan Komisi 
Pemberantasan  Korupsi untuk  tahun  2016,  korupsi  yang terjadi  terkait  dengan  
pengadaan  barang  dan  jasa  masih  tergolong  sebagai salah satu kasus korupsi 
tertinggi yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil rekapitulasi kasus korupsi 
yang ditangani KPK dari tahun 2004-2016, telah terjadi 148 kasus korupsi yang 
terjadi terkait dengan pengadaan barang dan jasa (KPK, 2017). 
Sebelum adanya penerapan sistem informasi berbasis teknologi seperti e-
procurement, proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara 
konvensional, yaitu langsung mempertemukan pihak-pihak terkait dalam 
pengadaannya. Pada pelaksanaan pengadaan secara konvensional dapat 
 
 
 
memunculkan berbagai penyimpangan dalam berbagai bentuk seperti pengaturan 
spesifikasi tender, favoritisme pemenang maupun penurunan kualitas demi 
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.  Oleh karena itu, pengadaan 
yang dilakukan secara konvensional dinilai memiliki beberapa kelemahan yang 
banyak merugikan, dan bersifat kurang transparan, bahkan menjadi salah satu 
sumber korupsi terbesar yang terjadi dalam sektor keuangan publik (Wulandari, 
El Unas, dan Hasyim, 2014:8).  
Pengadaan barang dan jasa di organisasi pemerintahan telah melewati 
sejarah panjang dan berbagai bentuk penyimpangan yang telah teridentifikasi, 
adapun bentuk-bentuk penyimpangan menurut Sucahyo dan Ruldeviyani 
(2009:30) diantaranya yaitu: (a) pengadaan secara arisan dan adanya kick-back 
selama proses pengadaan; (b) melakukan suap untuk memenangkan pengadaan; 
(c) proses pengadaan yang tidak transparan; (d) pengelola proyek tidak 
mengumumkan  rencana  pengadaan;  (e) pemasok  mematok  harga  yang  lebih 
tinggi  (mark-up); (f) memenangkan  perusahaan saudara, kerabat,  atau kelompok  
tertentu; (g) tidak membuka akses bagi peserta dari daerah sekitarnya; (h) 
mencantumkan spesifikasi teknis yang hanya dapat dipasok oleh satu pelaksana 
usaha tertentu; (i) adanya pemasok yang tidak memenuhi kelengkapan  
administrasi  namun tetap dapat  ikut  pengadaan dan bahkan menang; dan (j) 
menggunakan metoda pemilihan  penyedia  barang  dan  jasa pemerintah  yang  
tidak  seharusnya  untuk  mencapai  maksud tertentu seperti menggunakan metoda 
penunjukan  langsung dengan  tidak menghiraukan ketentuan yang telah 
ditetapkan. 
 
 
 
Untuk mengatasi segala persoalan penyimpangan tersebut pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah. Menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut pemerintah 
bersama dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah) membuat 
suatu sistem baru untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah 
yaitu pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement). Adapun 
LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) sebagai pihak yang menjadi 
mediator antara penyedia barang dan jasa (rekanan) dan pihak pengguna (instansi 
pemerintah), serta sebagai pengelola sistem e-procurement. Peraturan tersebut 
diharapkan pengadaan barang dan jasa bisa berjalan lancar bebas kolusi, korupsi, 
dan nepotisme.  Pengadaan secara elektronik membantu pemerintah menghemat 
uang dan menyediakan cara yang lebih akuntabel, efektif, dan cepat untuk 
mengelola pengadaan (Shukla dkk., 2016:10) dan yang terpenting sistem e-
procurement dapat membantu dalam peningkatan  tata  kelola  untuk  mencapai 
good governance.   
Selain itu, melalui pengadaan elektronik yang menggunakan internet, 
dapat menghemat biaya, mengubah pembelian, mengurangi waktu pengadaan, dan 
membangun hubungan dengan pemasok. E-procurement merupakan solusi untuk 
mencegah dan mengurangi adanya peluang terjadinya fraud dalam pengadaan 
barang dan jasa.  Hal ini dikarenakan, dengan adanya e-procurement peluang 
untuk kontak langsung antara penyedia barang atau jasa dengan panitia pengadaan 
menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya serta dalam 
pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggungjawaban keuangan (Jasin 
 
 
 
dkk., 2007:iv). Penerapan e-procurement tersebut diharapkan potensi kecurangan 
dalam kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa dapat diminimalisir.  
 
J. Rerangka Pikir 
Metode konvensional dalam proses pengadaan barang/jasa memiliki 
banyak kelemahan, sehingga dibutuhkan solusi untuk menutupi kelemahan-
kelemahan tersebut. Pemerintah  melalui  lembaga kebijakan  pengadaan  barang 
dan jasa pemerintah menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa menggunakan 
elektronik atau e-procurement. Sistem ini merupakan inovasi pelayanan publik 
dalam pemerintahan bahwa pemerintah seharusnya harus mempertanggung 
jawabkan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan kepada stakeholder, supaya 
pandangan dari masyarakat terhadap pemerintah itu baik. Hal ini berdasarkan 
stewardship theory mengasumsikan bahwa setiap manusia harus menjaga sikap 
dan perilaku mereka serta termotivasi untuk kepentingan umum. 
Pemerintah  melalui  lembaga kebijakan  pengadaan  barang dan jasa 
pemerintah menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa menggunakan 
elektronik atau e-procurement, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berbasis 
e-goverment dapat diimplementasikan. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-
government dapat membangun pemerintahan yang efisien, efektif, transparan dan 
akuntabel agar mengurangi tindak kecurangan (fraud) dalam berbagai aspek. 
Pengelolaan barang dan jasa pemerintah dengan akuntabel dan transparan dengan 
mengedepankan good government governance di satu sisi diharapkan akan 
mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari 
 
 
 
masyarakat/stakeholder, sehingga pemerintah dapat menjaga amanah yang 
diberikan oleh negara dan masyarakat. Dari penjelasan tersebut, secara sederhana 
rerangka pikir dapat dijelaskan melalui gambar berikut: 
 
Gambar 2.1 
Skema Rerangka Pikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Data diolah peneliti. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu 
mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian secara 
mendalam. Simamora dan Abdul ( Sugiyono, 2012:52) mengatakan metode 
penelitian kualitatif akan cocok digunakan untuk penelitian seperti hal-hal berikut 
yaitu: masalah penelitian belum jelas (masih remang-remang atau mungkin masih 
gelap), untuk memahami makna  dibalik data yang tampak, untuk memahami  
interaksi  sosial,  untuk  memahami  perasaan  orang  lain,  untuk 
mengembangkan  teori,  untuk  memastikan  kebenaran  data  dan  untuk  meneliti 
sejarah perkembangan.  
Selain itu, penelitian kualitatif menurut Rahmat (2009) dalam Tarmiji 
dkk. (2016:45) menyatakan penelitian kualitatif tidak hanya berfokus pada satu 
kebenaran yang mutlak. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara 
holistik dan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Tarmiji dkk., 2016:45). 
Lokasi penelitian ini dilakukan pada bidang pengadaan barang dan jasa yakni 
LPSE dan ULP Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 
kualitatif karena dalam penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan keadaan 
sebagaimana adanya. Hasil penelitian ini ditekankan pada  pemberian  gambaran  
secara  obyektif  tentang  keadaan  yang sebenarnya dari obyek yang diteliti 
(Sukardi, 2003:157). Selain itu, menggunakan deskriptif kualititif juga karena data  
yang  penulis  kumpulkan  adalah  data  dalam  bentuk kata-kata, kalimat, 
pencatatan dokumen, maupun arsip. 
 
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
Jenis data yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data  kualitatif. 
Data kualitatif merupakan data penelitian berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk 
angka-angka (Wandansari, 2013:561). Sumber data dalam penelitian ini yaitu data 
primer dan data sekunder. Data primer menurut Kuncoro (2013:148) adalah data 
yang dapat diperoleh melalui survei lapangan menggunakan semua metode 
pengumpulan data original. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data 
tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu 
dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah 
penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Sedangkan data 
sekunder menurut Wandansari (2013:561) adalah data yang telah diolah lebih 
lanjut dan disajikan oleh pengumpul data serta dipublikasikan kepada masyarakat 
pengguna data. Data sekunder pada umumnya diperoleh dari buku-buku, 
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dokumen/catatan, tulisan-tulisan karya ilmiah dari  berbagai  media,  arsip-arsip 
resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang lengkap, peneliti menggunakan teknik 
triangulation (triangulasi) sebagai salah satu bentuk pengumpulan data kualitatif. 
Teknik pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai 
berikut :  
1. Observasi, menurut  Sukardi  (2003:78), observasi  atau  yang  disebut  
pengamatan meliputi  kegiatan  pemuatan  perhatian  terhadap  sesuatu  
objek  dan  lebih banyak  menggunakan  salah  satu  dari  panca indra  yaitu  
indra  penglihatan. Observasi akan lebih efektif jika informasi  yang  hendak  
diambil  berupa kondisi  atau  fakta  alami,  tingkah  laku  dan  hasil  kerja  
responden  dalam situasi alami. Dalam hal ini, peneliti melakukan 
pengamatan langsung pada lokasi penelitian dengan tujuan menganalisis 
proses pengadaan barang/jasa yang dijalankan pada LPSE dan ULP Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
2. Wawancara, Sugiyono (2014:231) menyatakan bahwa wawancara 
digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan 
studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan 
juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 
mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan 
tentang diri sendiri atau self –report atau setidak–tidaknya pada 
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pengetahuan atau keyakinan pribadi. Pihak yang menjadi informan antara 
lain yaitu Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa beserta staf dari LPSE dan 
ULP pada Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa dan pihak 
penyedia barang/jasa atau rekanan. Data yang diperoleh dari hasil 
wawancara tersebut dijadikan sebagai data primer yaitu data yang diperoleh  
dari  informan melalui  wawancara  langsung  yang  dilakukan  oleh  peneliti  
di lokasi penelitian. 
3. Studi Pustaka, teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran 
menggunakan referensi-referensi dari  buku, jurnal-jurnal, makalah serta 
perundang-undangan terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan 
konsep dan data-data yang  relevan  dengan  permasalahan yang diteliti 
sebagai penunjang penelitian.  
4. Dokumentasi, menurut Sukardi (2003:81) Pada teknik ini, peneliti 
dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber 
tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat. Pengumpulan 
data seperti data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 
e-procurement di lingkungan Pemerintah Sulawesi Selatan. 
5. Internet searching merupakan penelitian yang dilakukan dengan 
mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet 
untuk melengkapi referensi penulis  serta digunakan untuk menemukan 
fakta  atau  teori berkaitan masalah yang diteliti. 
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E. Instrumen Penelitian 
Sukardi (2003:75) menyatakan instrumen penelitian adalah suatu alat 
untuk memperoleh data, yang diperlukan peneliti sudah melakukan pengumpulan 
informasi di lapangan.  Alat  ini  harus  dipilih  sesuai  dengan  jenis  data  yang 
diinginkan  dalam  penelitian.  Instrumen penelitian merupakan alat  bantu  yang 
dipilih oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan data 
agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian terpenting 
adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk 
mengumpulkan data seperti : 
1. Alat tulis 
2. Alat perekam 
3. Daftar pertanyaan wawancara. 
4. Buku, jurnal, dan referensi lainnya.  
Tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada 
peneliti itu sendiri.  Oleh  karenanya,  dalam  penelitian  kualitatif  yang  menjadi 
instrumen penelitian adalah peneliti  itu  sendiri,  maka  peneliti  harus  divalidasi. 
Validasi terhadap peneliti meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif, 
penguasaan  wawasan  terhadap  bidang  yang  diteliti,  kesiapan  peneliti  untuk 
memasuki  objek  penelitian  baik  secara  akademik  maupun  logiknya  
(Sugiyono, 2014:222). Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi 
menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 
pengumpulan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Untuk memperoleh 
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data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan wawancara secara mendalam, 
terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi. Sedangkan  
informan yang dipilih  adalah  informan  yang  terlibat langsung  serta  memahami 
dan dapat memberikan informasi  (gambaran)  tentang e-procurement, mulai dari 
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk 
memperoleh barang /jasa. 
 
F. Pengelolaan dan Analisis Data  
Pengolahan data dilakukan setelah data diperoleh dari hasil wawancara, 
dokumentasi, dan observasi. Langkah–langkah yang dilakukan menurut Lantaeda, 
dkk. (2017: 4), yaitu: 
1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah 
dikumpulkan. 
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir 
mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean 
data. 
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh 
responden dengan melakukan horizonaliting yaitu setiap pernyataan yang 
tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang 
bersifat repetitive atau tumpang tindih dihilangkan. 
4. Reduksi data (Data Reduction), memilah, memusatkan, dan 
menyederhanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih 
mentah yang muncul dari catatan–catatan tertulis di lapangan. 
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam 
bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami. 
6. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di 
lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul 
disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam 
bentuk naratif. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 
Pengujian  keabsahan  data  penelitian  kualitatif dalam mendapatkan  
nilai kebenaran  terhadap  penelitian  disebut  juga  dengan  uji  kredibilitas  
(credibility). Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 
kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan pengamatan, 
peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, 
analisis kasus negatif, dan membercheck (Afiyanti, 2008).  Akan tetapi, karena 
penelitian ini menggunakan berbagai sumber data dan teori dalam menghasilkan 
data dan informasi yang akurat, sehingga cara yang tepat digunakan adalah 
dengan menggunakan metode triangulasi, adapun dalam penelitian ini 
menggunakan dua dari empat jenis triangulasi untuk menyelaraskan dengan 
penelitian ini (Rahardjo, 2010), yaitu: 
1. Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu 
melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain 
melalui wawancara dengan informan peneliti bisa menggunakan sumber 
data pendukung lainnya seperti dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, 
catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu 
masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, 
yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula 
mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan 
keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. 
2. Triangulasi  Teori,  yaitu  hasil  akhir  penelitian  kualitatif  berupa  sebuah 
rumusan  informasi  atau thesis statement.  Informasi tersebut selanjutnya 
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dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias 
individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, 
triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan 
peneliti mampu menggali pengetahuan teoretis secara mendalam atas hasil 
analisis data yang telah diperoleh. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Keadaan Umum 
Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan merupakan faktor penunjang jalannya sistem 
pelayanan administrasi pembangunan dan pengadaan sekretariat daerah provinsi 
Sulawesi Selatan. Pada awalnya biro ini hanya bernama Biro Pembangunan. 
Akan tetapi, terjadi penggabungan LPSE ke biro pembangunan pada februari 
2018 yang pada awalnya di bagian Dinas Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo). Penggabungan ini membuat Biro Pembangunan menjadi Biro 
Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa.  
 Adapun visi dan misi Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut: 
VISI 
“Terwujudnya Biro Bina Pembangunan sebagai pusat pelayanan 
administrasi pembangunan”. 
 
MISI 
a. Memantapkan pelaksanaan pembangunan melalui pembinaan, 
pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan provinsi, 
kabupaten/kota, lintas sektor dan pembangunan lainnya, usaha jasa 
lainnya. 
b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembangunan di daerah 
berdasarkan data yang akuntabel. 
c. Sistem pembinaan dan pengendalian yang terencana pengembangan 
sistem evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan yang akurat, tepat 
waktu dan dapat dipercaya. 
47 
 
 
 
2. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi dapat menunjukkan bagaimana tertib manajemen, 
pengawasan dan pengendalian dalam suatu instansi, terutama dalam instansi 
pemerintahan guna memberikan pelayanan publik yang transparan dan 
akuntabel. Struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat yang 
penting agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik. Suatu organisasi 
akan berhasil mencapai prestasi kerja yang efektif dari karyawan apabila 
terdapat suatu sistem kerja sama yang baik, dimana fungsi-fungsi dalam 
organisasi tersebut mempunyai pembagian tugas, wewenang dan tanggung 
jawab yang telah dinyatakan dan diuraikan dengan jelas. 
Struktur organisasi Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah disusun berdasarkan 
fungsi organisasi fungsional yang diuraikan menekankan pada pemisahan 
tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang terperinci dan jelas. Adapun 
struktur organisasi Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 
Struktur Organisasi 
Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Sumber: Lampiran struktur organisasi tahun 2018 
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Kepala Biro yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyiapkan 
bahan pembangunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah bidang 
Bina Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa meliputi bina usaha jasa 
pembangunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pengadaan 
barang/jasa, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta 
menyelenggarakan pelayanan administratif sesuai pembidangan tugas. 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Biro Pembangunan dan 
Pengadaan Barang/Jasa memiliki fungsi sebagai berikut: 
a. Penyiapan bahan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan daerah 
bidang bina usaha jasa pembangunan, pengendalian dan evaluasi 
pembangunan daerah, pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan 
urusan ketatausahaan Biro Pembangunan dan Pengadaan 
Barang/Jasa. 
b. Penyiapan bahan dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan tugas 
perangkat daerah terkait bidang bina usaha jasa pembangunan, 
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pengadaan 
barang/jasa, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro 
Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa. 
c. Penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang bina usaha jasa dan 
pembangunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta 
pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro 
Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa. 
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d. Penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka penyelenggaraan 
pelayanan administratif sesuai bidang tugas. 
Sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 67 tahun 2016, 
bagian-bagian dalam Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa 
dimaksudkan adalah: 
1) Bagian Tata Usaha dan Bina Usaha Jasa Pembangunan 
Bagian ini dipimpin oleh kepala bagian yang mempunyai tugas 
membantu Kepala Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa dalam 
mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan 
evaluasi kebijakan daerah bidang bina usaha dan jasa pembangunan, 
meliputi penyusunan program pembangunan, bina usaha jasa 
pembangunan, dan menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan 
tugas perangkat daerah, serta melaksanakan pelayanan administratif 
sesuai pembidangan tugas, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan. 
Untuk menjalankan tugas tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha dan 
Bina Usaha Jasa Pembangunan mempunyai fungsi yaitu: 
a. Penyiapan bahan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan daerah 
bidang penyusunan program pembangunan, serta pelaksanaan urutan 
ketatausahaan Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa. 
b. Penyiapan bahan dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan tugas 
perangkat daerah terkait penyusunan program pembangunan, bina 
usaha jasa pembangunan, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro 
Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa. 
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c. Penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang penyusunan program 
pembangunan, bina usaha jasa pembangunan, serta pelaksanaan 
urusan ketatausahaan Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa. 
d. Penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka pelaksanaan 
pelayanan administratif sesuai bidang  
e. Pelaksanaan tugas dan kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 
Bagian Tata Usaha dan Bina Usaha Jasa Pembangunan dibantu 
oleh beberapa subbagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu: 
a. Subbagian Tata Usaha, dipimpin oleh kepala subbagian yang 
mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dan Bina 
Usaha Jasa Pembangunan dalam mengkoordinasikan kegiatan, 
melakukan pelayanan administrasi penyusunan program, pelaporan, 
umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan Biro 
Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa. 
b. Subbagian Penyusunan Program Pembangunan, dipimpin oleh kepala 
subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata 
Usaha dan Bina Usaha Jasa Pembangunan dalam menyiapkan bahan 
penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan daerah bidang 
penyusunan program pembangunan. 
c. Subbagian Bina Usaha Jasa Pembangunan, dipimpin oleh Kepala 
Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata 
Usaha dan Bina Usaha Jasa Pembangunan dalam menyiapkan bahan 
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penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan daerah bidang bina 
usaha jasa pembangunan.  
2) Bagian Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Bagian ini dipimpin oleh kepala bagian yang mempunyai tugas 
membantu Kepala Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa dalam 
mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan 
evaluasi kebijakan daerah bidang pengendalian dan evaluasi 
pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan pelaporan 
pembangunan daerah, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, 
bina pembangunan daerah, dan menyiapkan bahan pengoordinasian 
pelaksanaan tugas  perangkat daerah, serta melaksanakan pelayanan 
administratif sesuai pembidangan tugas. 
Untuk menjalankan tugas tersebut, Kepala Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi yaitu: 
a. Penyiapan bahan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan daerah 
bidang kebijakan dan pelaporan pembangunan daerah, monitoring dan 
evaluasi pembangunan daerah, bina pembangunan daerah, serta 
menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat 
daerah. 
b. Penyiapan bahan dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan tugas 
perangkat daerah terkait pengendalian dan pelaporan pembangunan 
daerah, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, bina 
pembangunan daerah. 
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c. Penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengendalian dan 
pelaporan pembangunan daerah, monitoring dan evaluasi 
pembangunan daerah, bina pembangunan daerah 
d. Penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka pelaksanaan 
pelayanan administratif sesuai bidang tugas 
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. 
Bagian Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dibantu oleh 
beberapa subbagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu: 
a. Subbagian pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah, 
dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai tugas membantu 
Kepala Bagian Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah 
dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi 
kebijakan daerah bidang pengendalian dan pelaporan pembangunan 
daerah. 
b. Subbagian monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, dipimpin 
oleh kepala subbagian yang mempunyai tugas Kepala Bagian 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam menyiapkan 
bahan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan daerah bidang 
monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. 
c. Subbagian bina pembangunan daerah, dipimpin oleh kepala subbagian 
yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan dalam menyiapkan bahan penyusunan, 
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pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah bidang bina pembangunan 
daerah. 
3) Bagian Pengadaan Barang/Jasa 
Bagian ini dipimpin oleh kepala bagian yang mempunyai tugas 
membantu Kepala Biro Bina Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa 
dalam mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan, 
pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah bidang pengadaan 
barang/jasa, meliputi pembinaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa, pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa, 
dan menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat 
daerah, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembidangan 
tugas. 
Untuk menjalankan tugas tersebut, Kepala Bagian Pengadaan 
Barang/Jasa mempunyai fungsi, yaitu: 
a. Penyiapan bahan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan daerah 
bidang pembinaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa, pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa serta 
menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat 
daerah. 
b. Penyiapan bahan dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan tugas 
perangkat daerah terkait pembinaan pengadaan barang/jasa, 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan informasi pengadaan 
barang/jasa. 
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c. Penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pembinaan pengadaan 
barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan 
informasi pengadaan barang/jasa. 
d. Penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka pelaksanaan 
pelayanan administratif sesuai bidang tugas. 
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. 
Bagian Pengadaan Barang/Jasa dibantu oleh beberapa subbagian 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu: 
a. Subbagian pembinaan pengadaan barang/jasa, dipimpin oleh kepala 
subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian 
Pengadaan Barang/Jasa dalam menyiapkan bahan penyusunan, 
pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah bidang pembinaan 
pengadaan barang/jasa. 
b. Subbagian pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dipimpin oleh kepala 
subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian 
Pengadaan Barang/Jasa dalam menyiapkan bahan penyusunan, 
pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah bidang pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa. 
c. Subbagian layanan pengadaan secara elektronik dan pengelolaan 
informasi lainnya, dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai 
tugas membantu Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam 
menyiapkan bahan penyusunan pemantauan dan evaluasi kebijakan 
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daerah bidang layanan pengadaan secara elektronik dan pengelolaan 
informasi lainnya. 
4. Keadaan Personalia dan Tata Kerja 
a. Keadaan Personalia 
Semua jabatan struktural ditempatkan oleh personalia yang sesuai 
dengan tugas masing-masing yang telah ditentukan oleh atasan untuk 
menjalankan tugasnya sesuai bidang yang dimilikinya, agar dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya dapat mencapai target serta mendapat 
hasil yang diharapkan. Fungsi operasional manajemen personalia adalah 
pengadaan tenaga kerja yang terampil, agar tenaga yang kita tarik untuk 
bekerja pada instansi betul-betul sesuai dengan keinginan kita. Personalia 
memberikan motivasi terhadap bawahannya agar dalam menjalankan tugas 
dan fungsinya dapat bekerja sama dengan baik demi mencapai tujuan yang 
diharapkan, sehingga personalia pada Biro Pembangunan dan Pengadaan 
Barang/Jasa dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta 
struktural penempatan jabatan sesuai dengan bidang dan keterampilan yang 
dimiliki. 
b. Tata Kerja 
Semua tata kerja yang ada di Bagian Biro Pembangunan dan 
Pengadaan Barang/Jasa secara hirarki berdasarkan struktur yang ada, dalam 
hal ini diatur oleh Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 67 tahun 
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 
Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan 
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peraturan ini, tata kerja setiap individu diatur dengan rinci dan jelas 
berdasarkan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing. 
 
B. E-procurement pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
E-procurement merupakan sebuah inovasi dalam pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa yang saat ini wajib dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai 
wujud reformasi birokrasi dalam pelaksanaan e-government. Pada pemerintah 
provinsi Sulawesi Selatan sendiri, e-procurement  mulai di kenal pada akhir tahun 
2009.  Berikut penjelasan dari pak Rusman staf yang pernah bekerja di LPSE dan 
sekarang menjadi staf di Dinas Infokom Provinsi Sulawesi Selatan, beliau 
mengatakan bahwa : 
“e-procurement di mulai oktober 2009, waktu itu 2 paketji 
kayaknya, mobiler sama komputer, waktu itu Sipatuo, dan dilanjut 
di 2010 yang waktu itu RS. Dadi” 
 
Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa e-procurement 
terimplementasikan di akhir 2009 dan pelaksanaannya masih terbilang sedikit 
karena hanya dua pelaksanaan di akhir tahun sampai pada tahun 2010 terjadi satu 
pelaksanaan. Provinsi sulawesi selatan berupaya melaksanakan pengadaan secara 
elektronik dan perlahan melepas pelaksanaan yang manual atau konvensional 
seiring dengan di keluarkannya peraturan presiden yang beberapa kali mengalami 
perubahan hingga saat ini peraturan yang baru terpublikasikan pada 1 juli 2018. 
Keberadaan e-procurement launching bertepatan dengan ulang tahun 
Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini juga bertepatan dengan terbentuknya Peraturan 
Gubernur Sulawesi Selatan terkait LPSE. Jadi dapat di simpulkan bahwa LPSE 
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ada karna e-procurement juga terbentuk. LPSE berhubungan dengan sistem 
pelayanan pada e-procurement, sementara Kelompok Kerja Pengadaan atau yang 
menjadi panitia dalam pelaksanaannya di kenal dengan Unit Layanan Pengadaan. 
Penerapan sistem pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah 
secara menyeluruh pada tahun 2013. Pemanfaatan sistem berbasis web dengan 
pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi ini mulai dilaksanakan dengan 
sepenuhnya berdasarkan peraturan presiden yang dikeluarkan yang secara 
signifikan diharapkan dapat meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi, 
transparansi, akuntabilitas yang dilakukan terkait pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa. Waktu itu, penerapan e-procurement dilakukan secara sepenuhnya 
pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa, karena banyak protes dalam 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dinilai sebagian pihak tidak transparan. 
Pemenang terkesan perusahaan tertentu dan orang tertentu saja. 
 
C. Risiko Fraud Procurement pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang 
selanjutnya disebut PBJ adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil 
pekerjaan. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan rangkaian 
kegiatan dari proses pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dari perencanaan 
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kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh 
barang/jasa. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa ini merupakan bentuk konkret 
terhadap pemerintahan pusat maupun daerah di bawah kontrol Peraturan 
Pemerintah Pusat dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. 
Pengadaan barang/jasa lingkup kantor gubernur sendiri merupakan salah satu 
bentuk proses pelaksanaan untuk pengadaan aset-aset dalam lingkup tersebut. 
Pengadaan barang/jasa ini sangat penting untuk dilakukan karena menjadi salah 
satu bentuk pengadaan aset yang memiliki nilai yang cukup signifikan bila 
dibandingkan dengan komponen lainnya, seperti dalam lingkup poin-poin dalam 
neraca (Halim dan Kusufi, 2014:307).  Adapun  siklus pengadaan barang/jasa 
sebagai berikut: 
Gambar 4.2 
Siklus Pengadaan barang/jasa 
Tahapan dan proses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : LKPP, 2011 
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Akan tetapi, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah 
mendapatkan poin hitam dalam pandangan KPK. Berdasarkan rekapitulasi data 
yang dirampungkan, berbagai kasus-kasus korupsi berasal dari bidang pengadaan 
barang/jasa. Ketika dikonfirmasi terkait beberapa risiko-risiko kecurangan yang 
seringkali terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Kepala 
Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyatakan sebagai berikut: 
“risikonya yah, kemungkinan adanya tidak eee, kurangnya 
transparansi antara apa namanya, pemerintah dengan penyedia 
barang/rekanan, tidak terinformasinya informasi secara umum ke 
masyarakat luas”. 
 
Transkrip wawancara oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa 
menerangkan tentang risiko pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara manual. 
Dimana beliau berpendapat bahwa risiko-risiko yang menjadi permasalahan 
terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah masalah transparansi. 
Pelaksanaaan secara manual atau konvensional yang kurang transparan juga 
berkaitan dengan penyebaran informasi kepada masyarakat luas yang tidak 
merata. Lebih lanjut disampaikan oleh salah satu staf Dinas Informasi dan 
Komunikasi bahwa: 
“yang pertama kan itu penyedia dan panitia kan masih bertatap 
muka jadi bisa saja ada persekongkolan di dalamnya, biasanya 
terjadi pengaturan dengan penyedianya, semacam persekongkolan 
artinya apaya kayak negolah begitu, negosiasi paket. Di situ bisa 
saja terjadi persekongkolan dengan orang itu....” 
 
Lebih lanjut Kasubag Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa memberikan 
pendapatnya terkait risiko kecurangan pengadaan barang/jasa secara manual: 
“Ya bisa saja terjadi unsur kecurangan didalamnya. Namanya juga 
manual, jadi proses dilakukan secara manual. Adanya pekerjaan 
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secara manual memungkinkan adanya kontak langsung antara 
pihak panitia pengadaan dan pihak penyedia barang/jasa. Sehingga 
risiko-risiko tidak terjamin untuk dihindari.” 
Berdasarkan pernyataan Staf Dinas Informasi dan Komunikasi serta 
Kasubag Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut mengungkapkan 
pendapatnya terkait risiko-risiko pengadaan secara manual yang mengungkapkan 
mengenai persekongkolan tender antara pihak panitia dan penyedia barang/jasa. 
Pernyataan tersebut secara sederhana dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara manual memungkinkan terjadinya 
tatap muka atau pertemuan langsung antara pihak panitia pengadaan dengan pihak 
penyedia barang. Hal tersebut menjadi celah yang besar berpeluang terjadinya 
kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.  
Peneliti mengilustrasikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
secara manual memberikan peluang bagi penyedia barang/jasa atau rekanan yang 
sedang atau akan mengikuti tender barang/jasa untuk melakukan berbagai cara 
yang diinginkan agar menjadi pemenang dalam tender. Walaupun kadangkala 
tidak ada niat untuk melakukan kecurangan, akan tetapi ketika ada peluang tentu 
akan menggiurkan pelaku dalam menjalankan aksinya. Pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa secara manual dapat membuat kedua belah pihak sekongkol untuk 
melakukan tawar menawar harga yang membuat rekanan memberikan keuntungan 
berupa suap kepada panitia pengadaan. Karena pelaksanaannya manual, sehingga 
kesempatan untuk terus membujuk atau mengajak panitia pengadaan bekerja sama 
semakin besar. Selain itu, pelaksanaan manual ini akan membutuhkan biaya yang 
lebih karena semua dokumen-dokumen dilampirkan secara fisik. Semua proses 
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dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa serba manual, sehingga membutuhkan 
waktu yang lama. 
 Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan prinsip pengadaan 
barang/jasa yang tercantum dalam pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 
2018 yaitu: 
a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan 
menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas 
dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang 
telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang 
maksimum. 
b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan 
dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang 
sebesar-besarnya. 
c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan 
barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia 
barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.  
d. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua 
penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu 
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.  
e. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui 
persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa 
yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh 
barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi 
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yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan 
barang/jasa.  
f. Adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon 
penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan 
kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan 
nasional.  
g. Akuntabel,  berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait 
dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.  
Berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa tersebut, pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa secara manual lingkup Kantor Gubernur Sulawesi Selatan 
didukung oleh pernyataan dari informan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan secara manual tersebut sangat jauh dari prinsip-prinsip yang 
diharapkan. Berbagai kasus-kasus kecurangan dalam pengadaan barang/jasa tidak 
jauh dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam lingkup Provinsi Sulawesi 
Selatan. Bentuk persekongkolan, informasi yang tidak terpublikasi ke masyarakat 
umum, adanya suap dalam kerjasama antara pihak yang berkepentingan 
merupakan beberapa bentuk kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan secara manual. 
Tidak menutup kemungkinan, bentuk-bentuk kecurangan tersebut merupakan 
bentuk kecurangan pengadaan barang/jasa pemerintah pada umumnya selama 
pelaksanaan dilaksanakan secara manual. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak 
khususnya panitia pengadaan dan penyedia tidak menjaga amanah yang telah 
dipercayakan dengan menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan 
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yang ada. Sementara dalam islam, pemeluknya dituntut untuk senantiasa menjadi 
orang yang jujur dan amanah.  
Dalam perspektif islam, bentuk kecurangan yang terjadi di Indonesia 
dapat diklasifikasikan dalam kategori khiyānah atau ghulūl (pengkhianatan), al-
ghasy (penipuan), dan risywah (suap) (Fazzan, 2015:152). Bentuk kecurangan 
yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan dapat digolongkan ke dalam bentuk kategori tersebut. Islam 
sangat melaknat para pelaku kecurangan yang berkhianat atau tidak menjaga suatu 
janji dan amanah yang diberikan kepadanya. Orang-orang mukmin seharusnya 
menjauhi sifat tercelah tersebut, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-
mu’minun [23]: 8 yang berbunyi: 
   
     
Terjemahnya: 
“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan 
janjinya”. 
 
Amanat yang dipercayakan kepada kita tidak seharusnya dikhianati, dan 
apabila berjanji atau mengadakan perikatan maka harus di penuhi karena inilah 
sifat-sifat orang mukmin sedangkan berkhianat dan melanggar janji adalah 
termasuk sifat orang-orang munafik (Sa’adah, 2013:57). Selain itu, bentuk 
kemunafikan lainnya adalah melakukan penipuan dan menerima suap dalam 
bentuk apapun dari tindakan kecurangan yang dilakukan, dimana Rasulullah SAW 
sangat melaknat orang yang menyuap, yang disuap dan perantara keduanya. 
Penipuan digambarkan oleh al-Qur’an sebagai karakter utama kemunafikan, 
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dimana Allah SWT telah menyediakan siksa yang pedih bagi tindakan ini di 
dalam neraka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an surah An-Nisa’ 
[4]: 145. 
   
   
    
     
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan 
yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat 
seorang penolongpun bagi mereka”. 
 
Penegasan ayat tersebut menyeru kita bahwa perbuatan curang adalah 
perbuatan khianat dan sikap menyia-nyikan amanah dan hal itu tergolong sifat 
orang-orang munafik. Akibat dari perbuatan curang tidak hanya akan berdampak 
pada kehidupan di dunia tapi siksaan di akhirat kelak tentu lebih menyakitkan dari 
yang kita bayangkan.  
 
D. E-procurement dalam Mencegah Fraud Procurement Pada Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan 
 
1. Tata Cara Pelaksanaan E-procurement Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan 
Sistem e-procurement di Indonesia lebih dikenal dengan istilah LPSE 
atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LKPP, 2016). Sementara ULP atau 
Unit Layanan Pengadaan berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang 
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bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada 
(Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 
tahun 2018). Pelaksanaan e-procurement yang dijalankan oleh LPSE dan ULP 
Provinsi Sulawesi Selatan berpedoman langsung pada tata cara pelaksanaan 
yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Awalnya, 
pengadaan barang/jasa di lingkup Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 
memiliki Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi pedoman dalam 
pelaksanaan e-procurement. Namun, Peraturan Gubernur ini tidak lagi dijadikan 
pedoman sejak berangsur-angsur dikeluarkannya Peraturan Presiden terkait e-
procurement.  Berikut hasil wawancara dengan Kabag Pengadaan Barang/Jasa 
memberikan pernyataan terkait tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa: 
“tata caranya mengacu pada peraturan, proses baik sebelum 
dilakukan e-procurement ataupun sesudah kita melakukan e-
procurement semuanya mengacu pada tata cara yang diatur di 
peraturan presiden, jadi bukan kita bikin sendiri yah, seperti itu 
buka saja di perpres, seperti ituji juga bukan mekanisme lain di 
bikin tapi sesuai yang diatur dalam perpres”. 
 
Lebih lanjut, staf dari Dinas Kominfo memberikan pernyataannya bahwa: 
“kalau untuk pedoman khususnya itu tertera di perpres, 
berpedoman di perpres peraturan presiden yang terdapat di LKPP, 
semua pengadaan barang dan jasa itu berpedoman di sana baik itu 
tata cara pengadaannya, bagaimana sebelum pengadaan, apa-apa 
nama misalnya istilah-istilah pengadaan semua di situ, termasuk 
kalau misalkan kita ingin ikut tender di dalamnya harus mendaftar 
dulu di LPSE-nya”. 
 
Untuk menjadi rekanan sendiri, prosedur yang harus dilakukan terlebih 
dahulu harus mendaftar di LPSE dan tentunya ada prosedur yang dilakukan 
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calon rekanan jika ingin mendaftarkan diri. Berikut hasil wawancara dengan 
salah satu rekanan terkait prosedur untuk menjadi rekanan: 
“Kalau prosedur itu harus mengurus berkas-berkas yang 
dibutuhkan  dari pihak terkait, dari proses-proses pengadaan 
barang/jasa pemerintah yang mengenai berkas yang dibutuhkan itu 
harus kita lampirkan semua. Sebenarnya untuk langsung masuk 
pengadaannya harus daftar di LPSE-nya dulu tapi  ada berkas yang 
harus dimasukkan dan berkasnya itu harus dari Dinas Perizinan 
juga. Jadi makanya harus lengkap semua berkasnya, harus 
transparan juga. Karena yang menawarkan kan bukan cuma saya 
doang, kalau elektronik pasti ada perusahaan-perusahaan lain”. 
 
Selain itu, dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa selain mengikuti tata cara 
yang terdapat dalam Peraturan Presiden juga berpedoman pada Peraturan Kepala 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagai acuan penjelas atau 
pelengkap Peraturan Presiden terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. 
Kasubag Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa menyatakan bahwa: 
“dulu ada pergub no 133 toh, kalau sekarang tidak dipakemi, 
perpres dipakai, ada perpres ada perka terkait e-tendering dan juga 
e-purchasing”. 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada 
dasarnya, setiap tata cara dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada Peraturan Presiden dan Peraturan 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini dibenarkan oleh Kasubag 
Pengadaan Barang/Jasa bahwa E-procurement dapat dilakukan dengan e-
tendering dan e-purchasing. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Nomor 1 tahun 2015, e-tendering adalah tata cara 
pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat 
dilakukan oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem 
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pengadaan secara elektronik. sedangkan e-purchasing menurut Peraturan Kepala 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 2 Tahun 2018 adalah tata 
cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik, dimana katalog 
elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merk, jenis, 
spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan barang/jasa tertentu dari 
berbagai penyedia. 
2. Efektivitas dan Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Procurement 
Sistem pengadaan yang dilakukan secara elektronik ini dipercaya dapat 
mencegah terjadinya kontak langsung pihak-pihak dalam pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan secara konvensional dan elektronik 
memiliki banyak perbedaan alur kerja. Berikut perbedaan sistem pengadaan 
barang/jasa secara konvensional dan elektronik: 
Tabel 4.1 
Perbedaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa 
 
Konvensional Elektronik 
Pemasukan dan pengambilan 
dokumen dilakukan dengan tatap 
muka 
Pemasukan dan pengambilan 
dokumen dapat dilakukan melalui 
internet 
Pengumuman hanya dilakukan di 
media cetak 
Pengumuman dilakukan di internet 
melalui website yang ada 
Daerah cakupan pemberitahuan 
terbatas 
Daerah cakupan pemberitahuan 
sangat luas 
Terbukanya kesempatan untuk 
berkolusi antara panitia pengadaan 
dan penyedia jasa 
Kesempatan untuk berkolusi antara 
panitia dan penyedia jasa bisa 
diminimalkan 
 Sumber: LKPP, 2016. 
Dengan mengacu kepada Tabel 4.1 Perbedaan Sistem Pengadaan Barang 
dan Jasa, maka dapat diketahui beberapa manfaat lebih dari e-procurement ini. 
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Manfaat tersebut adalah layanan lebih cepat, dikarenakan peserta lelang tidak 
memerlukan waktu untuk mengadakan perjalanan ke tempat pengadaan barang 
dan jasa dilaksanakan dan tidak perlu melakukan birokrasi yang terkadang 
menghabiskan waktu yang tidak sedikit dan dengan adanya e-procurement ini 
menjadi satu upaya di dalam mempersiapkan para penyedia jasa nasional untuk 
dapat menghadapi tantangan dan bersaing di perkembangan global ini. Hal ini 
sejalan dengan pernyataan Kasubag Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa saat 
ditanyakan mengenai arti penting dari e-procurement. Beliau mengatakan 
bahwa: 
“Sangat penting, karena sebagian besar APBD itu kan pengadaan 
barang dan jasa nah secara elektronik itu kan penting terkait 
efektivitasnya itu di situ. Jadi memudahkan, efektif karna sudah 
tidak manual lagi. Semua pake sistem dimanapun bisa bekerja 
selama terkoneksi dengan jaringan internet”. 
 
Senada dengan pernyataan dari salah satu rekanan yang menyatakan 
bahwa: 
“Kalau prosesnya sebenarnya tidak jauh bedaji antara manual 
dengan elektronik, cuma kalau elektronik lebih cepat, tidak butuh 
biaya misalnya untuk fotocopy. Elektronik juga dimanapun kita 
mau buka kalau ada internet, enak juga kapanpun bisa buka”. 
 
Transkrip wawancara tersebut menjelaskan bahwa e-procurement 
menjadikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah lebih efektif, 
sehingga lebih memudahkan proses pelaksanaannya. Dengan menggunakan 
sistem berbasis e-procurement, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat 
dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Hal ini menjadikan pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa menjadi lebih cepat daripada pelaksanaan yang secara 
manual. Setiap proses pelaksanaannya pun bisa ter-update setiap saat. Hal ini 
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dapat meningkatkan transparansi pengadaan barang/jasa. Seperti yang dijelaskan 
oleh Kabag Pengadaan Barang/Jasa bahwa: 
“kan kalau e-procurement itu secara elektronik dengan 
diumumkan, eee masyarakat luas bisa liat. Kalau dulu mungkin 
cuma di koran saja, waktu itu mungkin tidak semua orang baca 
koran toh, tidak semuaji orang liat, tapi yang pasti stakeholder yang 
berhubungan itu pasti punya komputer/hp, punya web baca itu....” 
 
Selain itu, dengan adanya sistem e-procurement pada pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa, peluang terjadinya persekongkolan tender dapat diminimalkan. 
Dinas Informasi dan Komunikasi menerangkan bahwa: 
“setelah pelaksanaan e-procurement, tidak lagi, tidak ada sama 
sekali. Karena semua melalui aplikasi, kecuali pada saat 
pembuktian. Itukan sudah akhirmi, itupun yang dipanggil kan 
misalnya pihak penyedia/rekanan yang dipanggil untuk pembuktian 
berkas. Rekanan itu yang dianggap menang. Pembuktian berkasnya 
terkait apakah betul-betul berkasnya sesuai yang diupload di 
sistem”. 
 
Berdasarkan Transkrip wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
selain dapat meningkatkan efektif dan efisien, e-procurement juga mampu 
meminimalisir terjadinya hubungan istimewa atau persekongkolan dalam 
pelaksanaan tender. Kemungkinan terjadinya kecurangan antara pihak panitia 
maupun penyedia barang/jasa dicegah dengan pelayanan dalam bentuk sistem 
berbasis web serta informasi-informasi terkait pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa pemerintah pun dapat diakses dengan mudah. Sejalan dengan 
contigency theory bahwa variabel teknologi mempunyai pengaruh penting 
terhadap tipe informasi yang akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja. 
Taksonomi variabel lingkungan berupa teknologi yang berkembang pesat dalam 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap peningkatan kinerja 
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organisasi sehingga pencapaian tujuan dapat terwujud dengan adanya sistem e-
procurement dalam pengadaan barang/jasa. Variabel dalam kontijensi juga dapat 
mempengaruhi rangkaian pengendalian organisasi yang meliputi desain sistem 
informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, organisasi dan rencana 
pengendalian lain. Hal ini akan mempengaruhi efektivitas organisasi (diukur 
dalam kaitan dengan tujuan) (Istanti, 2013:97), serta berdasarkan hasil 
wawancara dengan beberapa informan bahwa pemanfaatan teknologi dalam 
proses pengadaan barang/jasa mampu meminimalkan penggunaan waktu dan 
sumber daya dalam pencapaian tujuan organisasi (Rapina dan Christyanto, 
2011:2). 
3. Pengadaan Barang/Jasa yang Transparan dan Akuntabel Melalui E-
Procurement 
Setiap informasi disampaikan pada website LPSE terkait e-procurement. 
Informasi terkait rencana pengadaan disampaikan dalam SIRUP (Sistem 
Informasi Rencana Umum Pengadaan) agar tidak menimbulkan kecurigaan 
publik terkait hal tersebut. Seperti pernyataan dari Dinas Informasi dan 
Komunikasi ketika yang mendukung pernyataan Kabag Pengadaan Barang/Jasa 
mengenai transparansi informasi pengadaan barang/jasa pemerintah bahwa: 
“iya dek mulai dari perencanaan, ada namanya SIRUP, Sistem 
Informasi Rencana Umum Pengadaan, jadi mulai dari setelah 
diketuk di DPR semua sudah masuk semua di sistem sampai 
pengadaannya sampai selesai paket” 
 
Hal senada disampaikan oleh salah satu rekanan yang memberikan pernyataan 
bahwa: 
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“Pelayanannya bagus. Sesuai standar yang diberikan ke 
perusahaan-perusahaan lain juga pasti mereka juga merasakan, 
begitupun yang saya rasa. Ibaratnya nyaman juga, transparan juga, 
dan memang terbuka. Karna memang sekarang tidak main-main 
didalam LPSE itu, semua harus transparan, data-datanya harus 
transparan, kelihatan. Jadi semua orang menilai langsung, yang 
mengajukan harga juga langsung menilai misalnya iya cocok 
pantas dia menang”. 
 
Berikut tampilan awal atau home LPSE yang telah penulis akses dari laman 
LPSE yang dimana berbagai macam informasi-informasi yang diperlukan 
pengguna layanan telah disajikan di laman tersebut. 
Gambar 4.3 
Tampilan Home LPSE Provinsi Sulsel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: LPSE Provinsi Sulsel, 2018 
Gambar 4.3 menunjukkan tampilan awal dalam website LPSE Provinsi 
Sulawesi Selatan. Dapat dilihat bahwa, dalam gambar tersebut terdapat berbagai 
informasi terkait e-procurement dan beberapa sub-sub informasi lainnya untuk 
mengetahui lebih detail informasi yang diinginkan, termasuk tentang pengadaan 
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apa saja yang dilaksanakan ataupun yang baru direncanakan yang dapat diakses 
dilaman LPSE dalam sub SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum 
Pengadaan).  Hal ini menjadikan sistem lelang dengan e-procurement lebih 
transparan karena semua informasi lelang dapat diakses dengan mudah oleh para 
stakeholder tanpa ada ketentuan apapun dalam mengaksesnya sehingga lebih 
mudah untuk dipertanggungjawabkan. Begitupun ketika peneliti menanyakan 
mengenai transparansi informasi pengadaan barang/jasa kepada staf Dinas 
Informasi dan Komunikasi, beliau menyatakan bahwa: 
“bisa. Itu secara umum, tidak ada ketentuan khusus. Pokoknya 
masyarakat umum bisa semua mengakses. Kecuali kalau misalnya 
kita ingin ikut tender di dalamnya harus mendaftar dulu di LPSE-
nya”. 
 
Lebih lanjut salah satu rekanan memberikan pernyataannya terkait transparansi 
informasi mengenai pengadaan barang/jasa. Berikut transkrip wawancaranya: 
“Langsung di website LPSE-nya kan. Dibuka, kadang juga disuruh 
untuk pengecekan oleh dinas terkait di website. Sisa dibuka apa 
yang mau diikuti apa yang sesuai sama berkas dan itu semua harus 
transparan. kalau mau ikut elektronik harus jelas dari berkas-
berkasta, dari mengajukan harga harus jelas juga”. 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan 
e-procurement pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta 
membuat pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih efektif dan efisien. 
Sejalan dengan Haryati, dkk. (2011:341) yang menyatakan bahwa e-
procurement membawa peningkatan pada efisiensi, efektivitas dan transparansi 
dalam pengadaan barang dan jasa sektor publik pada pemerintah di berbagai 
daerah. Selain itu, e-procurement juga memberikan rasa aman dan nyaman 
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(Rofikoh dan Martadani, 2013:166). Rasa aman karena proses pengadaan 
mengikuti ketentuan yang diatur secara elektronik dengan mengedepankan 
transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemenang adalah penyedia barang/jasa 
yang telah mengikuti kompetisi dengan adil dan terbuka. Jumlah peserta 
pengadaan yang bertambah akan meningkatkan persaingan yang mengakibatkan 
penawaran mencapai harga pasar yang sesungguhnya. Risiko panitia menjadi 
berkurang karena teknologi membantu mengurangi kemungkinan kesalahan 
prosedur baik yang disengaja maupun tidak. Pada akhirnya, masing-masing 
pihak merasa nyaman berkat bantuan e-procurement. 
Kesimpulan di atas sejalan dengan teori stewardship yang 
mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan 
organisasi. Pemerintah sebagai pihak yang lebih banyak memiliki informasi 
khususnya dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan dapat 
mewujudkan transparansi terhadap rakyat sesuai harapan dan kepercayaan yang 
diberikan, dimana Nosihana dan Rizal (2016:91) menyatakan bahwa organisasi 
sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi 
hubungan antara stewards dan principal. Dimana rakyat sebagai principal dan 
pemerintah sebagai stewards, adalah sebuah hubungan yang tercipta karena 
terdapat sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, integritas dan 
transparan kepada pihak lainnya.  
 
 
 
 
75 
 
 
 
E. Pencegahan Fraud Procurement Berdasarkan Prinsip Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah 
 
Prinsip pengadaan barang/jasa tidak bisa diabaikan dalam pengadaan 
barang/jasa pemerintah. Prinsip-prinsip ini harus dijalankan agar pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa berjalan sesuai Perpres Nomor 16 tahun 2018. Hal ini 
juga berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), 
agar pemerintah dapat mencapai tujuannya serta memberikan kepercayaan dan 
kepuasan publik. Prinsip pengadaan barang/jasa yang juga menjadikan tata 
kelola pemerintahan yang baik diantaranya efisien, efektif, transparan dan 
akuntabel (Christian, 2016:2783).   
Bentuk-bentuk kecurangan yang seringkali terjadi pada pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa secara konvensional dapat dicegah dengan selalu 
menjunjung tinggi prinsip-prinsip good governance (Anugerah, 2014:101) yang 
juga berkaitan dengan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini tentu 
saja tidak lepas dari bentuk pengendalian yang diterapkan dalam pelaksanaannya. 
Prinsip pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel ini 
menjadikan fraud procurement pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat 
dicegah melalui pelaksanaan e-procurement. Berikut rekapitulasi pencegahan 
Fraud Procurement berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah 
sebagai berikut: 
 
 
 
 
76 
 
 
 
Tabel 4.2 
Pencegahan Fraud Procurement Berdasarkan Prinsip Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah 
 
No. Prinsip 
Pengadaan 
Barang/jasa 
Pencegahan Fraud 
Procurement 
Risiko 
1. Efisien - Prosedur yang dilakukan pihak 
panitia dan penyedia 
barang/jasa menjadi lebih 
cepat karena tidak perlu 
melakukan pertemuan 
langsung yang dapat 
menghabiskan waktu yang 
tidak sedikit. 
- Biaya yang dibutuhkan dalam 
melaksanakan pengadaan lebih 
sedikit. 
- Terbukanya 
kesempatan 
persekongkolan 
tender. 
- Pemborosan 
anggaran 
pemerintah. 
2. Efektif - Pelaksanaan transaksi 
pengadaan lebih mudah. 
- Website dapat diakses 
kapanpun dan dimanapun. 
Pelaksanaan 
pengadaan 
barang/jasa kurang 
efektif dan 
menjadi rumit 
serta pelayanan 
yang diberikan 
terbatas. 
3. Transparan - Website dapat diakses oleh 
siapapun tanpa ada ketentuan. 
- Setiap informasi yang 
berkaitan dengan pengadaan 
barang/jasa dapat diakses 
dengan mudah melalui website 
LPSE. 
- Cakupan 
penyebaran 
informasi terbatas. 
- Kurangnya 
pastipasi publik. 
- Kemungkinan 
terjadinya korupsi 
lebih besar.  
4. Akuntabel - Pemilihan pemasok lebih 
terbuka. 
- Semua pihak dapat menjadi 
penyedia barang/jasa tanpa ada 
batasan. 
- Pemenang adalah penyedia 
barang/jasa yang telah 
mengikuti kompetisi dengan 
adil dan terbuka. 
- Pemenang tender 
hanya orang-orang 
tertentu saja. 
- Kesempatan besar 
untuk berkolusi 
antar pihak yang 
berkepentingan. 
Sumber: Data diolah peneliti, 2018. 
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F. Faktor Penghambat/Kendala dalam Pelaksanaan E-procurement Pada Biro 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
 
Menjalankan aktivitas kerja terutama kegiatan dalam mengayomi 
masyarakat, kadangkala dihadapkan dengan hambatan atau kendala dalam 
pelaksanaannya. Setiap aktivitas pasti mendapatkan sebuah kendala yang akan 
disadari saat proses pelaksanaan aktivitas atau kegiatan tersebut berjalan seiring 
berjalannya waktu. Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan e-procurement, 
berdasarkan hasil wawancara dari informan dan pengamatan peneliti pada Biro 
Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan adalah 
sebagai berikut: 
a. Sumber Daya Manusia  
Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang sangat penting 
sehingga tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi dalam pencapaian 
efektivitas pelaksanaan tujuan organisasi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh 
Prihantoro (2012:79) bahwa manusia merupakan sumber daya yang paling 
bernilai, dan ilmu perilaku  menyiapkan banyak teknik dan program yang dapat 
menuntun pemanfaatan sumber daya manusia secara lebih efektif dengan tujuan 
peningkatan kinerja sumber daya manusia, baik itu pihak yang berada dalam 
organisasi tersebut (internal) yang pihak luar yang ikut terlibat (eksternal). 
1. Pihak internal  
Dinas Informasi dan Komunikasi ketika dikonfirmasi terkait kendala-
kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara 
elektronik, beliau mengatakan bahwa: 
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“pastinya Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusianya 
pasti berpengaruh di situ...” 
 
Secara spontan, yang keluar dari ucapan beliau merujuk langsung ke 
bagian SDM. Beliau beranggapan bahwa saat ini SDM baik itu di bagian 
Panitia maupun Penyedia, kebanyakan orang-orang yang baru bergabung 
dalam ULP maupun LPSE Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa. 
Pernyataan dari Staf Dinas Informasi dan Komunikasi ini dibenarkan oleh 
Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang sadar akan dirinya mengatakan 
bahwa: 
“Sebenarnya LPSE di sini baru gabung di biro pembangunan, 
awalnya saya memang kabag di biro pembangunan tapi bukan 
sebagai kabag pengadaan, jadi saya belum tau banyak tentang 
pengadaan barang/jasa, karena kami juga belum mendapatkan 
semua berkas-berkas dari atas, staf-stafnya juga baru dibentuk 
lagi. Belum semua kasubag maupun beberapa staf yang tau betul 
ini barang”. 
 
Dengan sesekali melihat beberapa berkasnya, Kabag Pengadaan 
Barang/Jasa mengatakan bahwa SDM merupakan kendala utama karena 
beberapa staf terkait pengetahuan tentang pengadaan barang/jasa belum 
diketahui secara menyeluruh. Sambil sesekali melihat ke keluar pintu, beliau 
lanjut mengatakan Kasubag LPSE misalnya, beliau juga merupakan pejabat 
baru hasil dari perubahan struktur organisasi, jadi masih perlu pembinaan dan 
penyesuaian. Saat peneliti ingin mencari informasi lebih lanjut di bagian LPSE, 
secara tidak sengaja bertemu dengan staf Kasubag LPSE. Saat dikonfirmasi 
terkait e-procurement, beliau hanya menjawab: 
”begini dek, saya masih baru sekali di sini. Kalau mauki tau 
lebih jauh tentang e-procurement  bisaki tanya-tanya Pak Asrul 
di atas (Kasubag Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa). Dari 
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awal sebelum sampai ada namanya e-procurement di sini, beliau 
sudah ada di LPSE”. 
 
Lebih lanjut, Kasubag Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ketika dimintai 
keterangan terkait kendala-kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, 
beliau mengungkapkan hal yang senada dengan ketiga informan sebelumnya 
bahwa: 
“....SDMnya itukan perlu ditingkatkan pemahamannya apalagi 
aplikasinya itu kan setiap saat dia akan ter-upgrade. Jadi harus 
di-update pengetahuan-pengetahuannya itu yang khususnya itu 
terkait dengan pokja”.  
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa SDM 
merupakan faktor kendala utama dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
pemerintah di Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa. Masih 
diperlukan adanya tingkat kesadaran yang tinggi untuk mempelajari dan 
memahami hal-hal terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini 
dikarencakan SDM merupakan komponen yang penting dalam melaksanakan 
tugas pemerintahan dan pelayanan terhadap publik (Rudianto dan Halim, 2013: 
35). 
2. Pihak Eksternal 
Selain pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sistem e-
procurement, kendala lain dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa juga 
karena adanya pihak-pihak eksternal seperti pihak penyedia barang/jasa yang 
gagap iptek. Berikut penjelasan dari Dinas Informasi dan Komunikasi ketika 
ditanyakan mengenai kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 
Berikut pernyataannya:  
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“kendalanya yang pertama masih ada orang yang gagal iptek 
belum mengetahui apa itu IT, ada juga yang belum tau 
bagaimana situs-situs e-procurement yang ada di provinsi 
sulawesi selatan, ada juga belum tau prosedur-prosedur 
penggunaannya” 
 
Pernyataan dari Dinas Informasi dan Komunikasi tersebut, dipertegas oleh 
pernyataan dari Kabag Pengadaan Barang/Jasa yang menyatakan bahwa: 
“belum semua eee paham teknologi semua para calon 
penyedia/rekanan masih banyak belum paham teknologi, bahwa 
semua itu kalau untuk proseduralnya mulai dari segi 
pendaftaran, verifikasi kemudian proses pengumuman sampai 
prosedural itu sendiri semua elektronik yang memakai media 
elektronik, media web.” 
 
Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan dari salah satu rekanan yang 
menyatakan bahwa: 
“Sebenarnya mudah. Mudah dan sulit juga sih, kan ada proses-
proses baru juga biasa diarahkan dalam aplikasi elektroniknya. 
Makanya biasa saya pergi ke LPSE-nya langsung minta tolong, 
minta petunjuk juga kalau misalnya ada kesulitan kan. Tapi 
sering juga jalan sendiri buka di web-nya, kecuali ada kesulitan 
baru minta tolong ke LPSE-nya”. 
 
Transkrip wawancara di atas menunjukkan bahwa masih banyak para 
pihak eksternal terutama pihak penyedia barang/jasa atau rekanan gagal paham 
terkait e-procurement Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan baik itu prosedur 
yang harus dilakukan oleh pihak rekanan, bahkan situs-situs yang berkaitan 
dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pemahaman dari pihak rekanan 
juga sangat penting karena merupakan salah satu pihak yang mendukung 
kelancaran proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Berdasarkan hasil 
wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor pemahaman iptek dari 
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pihak eksternal juga merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa.  
b. Jaringan atau Sistem yang Error 
Pelaksanaan e-procurement tentu saja tidak lepas dari jaringan sebagai 
pendukung utama dalam menjalankan sistem berbasis web tersebut. Jaringan 
atau sistem yang error  merupakan hal yang krusial yang di hadapi oleh pihak 
pengelola sistem LPSE. Berikut hasil wawancara dari Kasubag Pelaksanaan 
Barang/Jasa yang menyatakan bahwa: 
“kendalanya namanya juga elektronik itukan dia terkendala 
dengan jaringan, terkendala dengan aplikasi terkadang ada 
error, walaupun terkadangji terjadi dan alhamdulillah sejauh ini 
baru beberapa kali kejadian dan sistem yang error tersebut 
dengan sendirinya kembali membaik ketika jaringan mulai 
membaik juga”. 
 
Transkrip wawancara tersebut menunjukkan bahwa sistem yang error 
dipengaruhi oleh kualitas jaringan yang terkadang kurang mendukung. Kejadian 
seperti ini sulit untuk di prediksi. Sejalan dengan contigency theory terkait 
taksonomi variabel lingkungan turbelance bahwa seringkali kualitas jaringan 
yang tidak terprediksi dalam pelaksanaan pelayanan terkait pengadaan 
barang/jasa.  Hal ini tentu saja mempengaruhi jalannya proses kerja oleh pihak 
panitia karena saat ini pengadaan yang dilakukan secara online otomatis lebih 
banyak pekerjaan yang dilakukan melalui internet dengan menggunakan 
komputer yang harus menggunakan jaringan. Berdasarkan hasil wawancara 
tersebut dapat disimpulkan bahwa jaringan merupakan hal yang menjadi 
hambatan dalam pelaksanaan e-procurement, walaupun sistem yang error 
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tersebut akan kembali membaik ketika jaringan mulai membaik. Akan tetapi 
akan mempengaruhi proses kerja dari pelayanan sistem. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara konvensional sangat jauh dari 
prinsip-prinsip dan tujuan pengadaan barang/jasa yang diharapkan. Berbagai 
risiko-risiko kecurangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah juga 
menjadi risiko yang biasa terjadi pada pengadaan barang/jasa pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan. Bentuk persekongkolan, informasi yang tidak 
terpublikasikan ke masyarakat umum, adanya suap dalam kerjasama antara 
pihak yang berkepentingan merupakan beberapa bentuk kecurangan dalam 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
yang dilakukan secara manual.  
2. Pelaksanaan e-procurement yang dilaksanakan di Biro Pembangunan dan 
Pengadaan Barang/Jasa menjadi solusi berbagai risiko-risiko dalam 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara manual yang dilaksanakan 
sebelumnya. Pelaksanaan e-procurement pada Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta membuat pelaksanaan pengadaan 
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barang/jasa menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan pemanfaatan e-
procurement  menjadikan semua pihak merasa aman dan nyaman. karena 
proses pengadaan mengikuti ketentuan yang diatur secara elektronik dengan 
mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemenang adalah 
penyedia barang/jasa yang telah mengikuti kompetisi dengan adil dan 
terbuka. Jumlah peserta pengadaan yang bertambah akan meningkatkan 
persaingan yang mengakibatkan penawaran mencapai harga pasar yang 
sesungguhnya serta risiko panitia pun menjadi berkurang karena teknologi 
membantu mengurangi kemungkinan kesalahan prosedur baik yang 
disengaja maupun tidak. 
3. Beberapa kendala atau faktor penghambat yang ditemukan dalam 
pelaksanaan e-procurement adalah faktor SDM baik dari pihak internal 
maupun pihak eksternal. Pihak internal karena perlu adanya tingkat 
kesadaran yang tinggi untuk mempelajari dan memahami hal-hal terkait 
pengadaan barang/jasa pemerintah. Pihak eksternal karena adanya gagal 
paham baik prosedur maupun situs-situs terkait e-procurement. Serta adanya 
jaringan atau sistem yang error karena mempengaruhi pelayanan oleh 
LPSE. 
 
B. Implikasi Penelitian 
Implikasi penelitian yang diajukan oleh peneliti berupa saran-saran atau 
keterbatasan yang ada untuk perbaikan pada masa mendatang, diantaranya: 
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1. Pelaksanaan e-procurement Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat 
mendorong pertanggungjawaban organisasi dan meningkatkan transparansi 
pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik. 
2. Meningkatkan efektifitas pengadaan barang/jasa serta menjadikan 
pelaksanaannya lebih efisien sehingga dapat mencapai tujuan pengadaan 
barang/jasa tanpa membutuhkan waktu yang rumit dan lama. 
3. Memberikan nilai yang lebih positif bagi organisasi dimata masyarakat 
karena masyarakat dapat ikut serta memberikan kritik dan saran serta 
melibatkan publik dalam meningkatkan kinerja para pengelola layanan dan 
pokja pengadaan barang/jasa pemerintah. 
 
C. Saran 
1. Saran kepada pejabat pengadaan yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan 
bekerja sama dengan LPSE mengenai proses pengadaan barang/jasa 
berbasis elektronik agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan pihak rekanan 
mengenai cara pengoperasiannya.  
2. Saran kepada pihak rekanan yaitu agar lebih meningkatkan kualitasnya 
sebagai penyedia barang agar lebih mudah memahami berbagai aspek 
informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pada Biro Pembangunan 
dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.  
3. Saran kepada masyarakat agar lebih aktif dalam mengawasi dan mengamati 
segala proses yang dilakukan dalam pengadaan barang/jasa serta lebih 
berani bersuara jika menemukan kecurangan ataupun kesalahan dalam 
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proses pengadaan barang/jasa untuk dapat meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas dalam proses apapun yang dilakukan pemerintah.  
4. Saran kepada peneliti selanjutnya agar memperluas atau menambah cakupan 
objek dan variabel penelitian, serta dapat mengkajinya dengan pendekatan 
penelitian yang berbeda seperti pendekatan kritis, fenomenologi atau 
pendekatan lainnya. 
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L A M P I R A N  1 
Manuskrip Penelitian 
 
 
 
 
MANUSKRIP PENELITIAN 
A. Pertanyaan Umum 
1. Bagaimana risiko fraud procurement sebelum penerapan e-procurement 
pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan? 
2. Bagaimana peranan e-procurement sebagai inovasi pelayanan publik dalam 
mencegah terjadinya fraud procurement pada Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan?  
3. Bagaimana kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan e-procurement 
pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?  
B. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-procurement) 
1. Sejak kapan e-procurement di terapkan di Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan? 
2. Bagaimana mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sebelum 
penerapan e-procurement? 
3. Seperti apa saja risiko-risiko kecurangan pada pengadaan barang/jasa 
pemerintah Sulawesi Selatan sebelum dan setelah penerapan e-
procurement? 
4. Pedoman apa yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan? 
5. Apakah terdapat pedoman khusus dalam pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan? 
6. Apakah pelaksanaan e-procurement mulai dari perencanaan sampai 
pengadaantelah sesuai dengan pedoman pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa Pemerintah? 
7. Menurut bapak/ibu, seberapa penting pengadaan barang/jasa secara 
elektronik dilakukan? 
8. Apakah terdapat kemungkinan pertemuan langsung antara pihak panitia 
pengadaan dan rekanan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa? 
9. Apakah sistem e-procurementdapat diakses secara bebas oleh masyarakat 
secara umum? Bagaimana ketentuannya? 
10. Bagaimana bentuk efektivitas e-procurement pada LPSE provinsi Sulsel? 
11. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas e-procurement pada 
LPSE provinsi Sulsel? 
12. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan e-procurementdilingkungan 
Pemerintah Sulawesi Selatan? 
13. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi penyedia barang/jasa atau rekanan di 
Kantor Gubernur Sulawesi Selatan? 
14. Apakah Bapak/Ibu menjadi rekanan mulai pengadaan barang/jasa masih 
manual sampai sekarang yang sudah dilaksanakan secara elektronik? 
15. Bagaimana prosedur untuk menjadi rekanan sehingga dapat ikut tender 
pengadaan barang/jasa pemerintah? 
16. Bagaimana Bapak/Ibu memperoleh informasi mengenai rencana pengadaan 
yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan? 
17. Bagaimana kemudahan mengakses informasi tentang pengadaan 
barang/jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan? 
18. Apakah layanan yang disediakan oleh panitia pengadaan barang/jasa sangat 
membantu Bapak/Ibu sebagai pihak rekanan? 
19. Seperti apa bentuk layanan yang dimaksud? 
20. Bagaimana ketepatan waktu terkait informasi yang disajikan di website 
LPSE Provinsi Sulawesi Selatan? 
21. Apakah terdapat kelemahan dalam pelayanan pengadaan barang/jasa secara 
elektronik bila dibandingkan dengan pelayanan secara manual? 
22. Menurut Bapak/Ibu, antara pengadaan barang/jasa secara manual dan 
pengadaan secara elektronik, mana yang lebih dipilih? Alasannya? 
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